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REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/PRT/M/2017
TENTANG

PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa setiap pengguna dan pengunjung bangunan
gedung memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses
dan menjalankan aktivitasnya dalam bangunan gedung
dan lingkungan secara aman, nyaman, mudah, dan
mandiri;

bahwa setiap bangunan gedung umum harus
menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana
pemanfaatan bangunan gedung, untuk memberikan
kemudahan bagi pengguna dan pengunjung bangunan
gedung dalam beraktivitas di dalam bangunan gedung;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (5), Pasal 58
ayat (5), Pasal 59 ayat (5), dan Pasal 60 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung, perlu untuk mengoptimalkan
pengaturan persyaratan kemudahan bangunan gedung;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
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Mengingat

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat tentang Persyaratan Kemudahan

Bangunan Gedung;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 16);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis
Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor O0S/PRT/M/2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 446);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERSYARATAN
KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di
dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian
atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan
usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan
khusus.

Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang
fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi
keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan
budaya.

Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan
gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung
berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan
gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola
bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai
dengan fungsi yang ditetapkan.

Pengunjung Bangunan Gedung adalah semua orang
selain pengguna bangunan gedung yang beraktivitas
pada bangunan gedung.

Kelengkapan Prasarana dan Sarana Pemanfaatan
Bangunan Gedung adalah penyediaan fasilitas pada
bangunan gedung dan lingkungan yang sesuai
kebutuhan seluruh kelompok wusia dan kondisi
keterbatasan fisik, mental, dan intelektual, atau sensorik
berdasarkan fungsi bangunan gedung untuk memberikan
kemudahan bagi pengguna dan pengunjung dalam

beraktivitas pada bangunan gedung.
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10.

11.

12.

13.

Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan
prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan
lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan
oleh semua orang.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi
semua orang guna mewujudkan kesamaan kesempatan
dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya.
Lingkungan adalah area sekitar bangunan gedung atau
kelompok bangunan gedung yang dapat diakses dan
digunakan oleh semua orang.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara
penuh dan efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.

Bebas Halangan (barrier free) adalah kondisi bangunan
gedung dan lingkungan tanpa hambatan fisik, informasi,
maupun komunikasi sehingga semua orang dapat
mencapai dan memanfaatkan bangunan gedung dan
lingkungannya secara aman, nyaman, mudah, dan
mandiri.

Desain Universal (universal design) adalah rancangan
bangunan gedung dan fasilitasnya yang dapat digunakan
oleh semua orang secara bersama-sama tanpa diperlukan
adaptasi atau perlakuan khusus.

Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik
bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan
gedung, dan pengguna bangunan gedung.

Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat
TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait
dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk
memberikan  pertimbangan teknis dalam = proses
penelitian dokumen rencana teknis dengan masa
penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan

masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaran
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14.

15.

16.

bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya
ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan
kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang bangunan gedung.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman
bagi Penyelenggara Bangunan Gedung dalam pemenuhan
persyaratan kemudahan Bangunan Gedung.
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan
Bangunan Gedung dan Lingkungan yang dapat diakses
dan digunakan oleh semua orang secara mudah, aman,

nyaman, dan mandiri secara berkeadilan.

Bagian Ketiga
Lingkup

Pasal 3

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.

prinsip pemenuhan persyaratan kemudahan bangunan
gedung;

persyaratan kemudahan Bangunan Gedung;
pemberlakuan persyaratan kemudahan Bangunan

Gedung; dan
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d. pembinaan.

BAB II
PRINSIP PEMENUHAN PERSYARATAN KEMUDAHAN
BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4
(1) Setiap Bangunan Gedung dan Lingkungan termasuk
ruang terbuka wajib memenuhi persyaratan kemudahan
sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
(2) Pemenuhan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung
dilaksanakan melalui penerapan prinsip Desain Universal
dalam tahap pembangunan Bangunan Gedung dan

penggunaan ukuran dasar ruang yang memadai.

Bagian Kedua

Prinsip Desain Universal

Pasal 5
(1) Prinsip Desain Universal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) meliputi:

a. kesetaraan penggunaan ruang;

b. keselamatan dan keamanan bagi semua;
c. kemudahan akses tanpa hambatan;

d. kemudahan akses informasi;

e. kemandirian penggunaan ruang;
f.  efisiensi upaya pengguna; dan
g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.

(2) Penerapan prinsip Desain Universal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan
kebutuhan dan kemampuan Penyandang Disabilitas,

anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.
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Bagian Ketiga

Ukuran Dasar Ruang

Pasal 6
Ukuran dasar ruang yang memadai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) ditentukan berdasarkan:
a. kebutuhan ruang gerak Pengguna Bangunan Gedung dan
Pengunjung Bangunan Gedung;
b. dimensi peralatan; dan

C. sirkulasi.

Pasal 7
Ketentuan mengenai penerapan prinsip Desain Universal dan
penggunaan ukuran dasar ruang yang memadai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

BAB III
PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8
Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan
kemudahan Bangunan Gedung yang meliputi kemudahan
hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta
kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan

Bangunan Gedung.

Bagian Kedua

Hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung

Pasal 9
(1) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan

Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi
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tersedianya Fasilitas dan Aksesibilitas yang mudah,

aman, dan nyaman bagi setiap Pengguna Bangunan

Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas hubungan ke, dari,

dan di dalam Bangunan Gedung harus

mempertimbangkan tersedianya:

a. hubungan horizontal antarruang/antarbangunan;

b. hubungan vertikal antarlantai dalam Bangunan
Gedung; dan

C. sarana evakuasi.

Paragraf 1

Hubungan Horizontal Antarruang/Antarbangunan

Pasal 10
Hubungan horizontal antarruang/antarbangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a
berupa tersedianya sarana yang memadai untuk
terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pintuy;
b. selasar;
c. koridor;
d. jalur pedestrian;
e. jalur pemandu; dan/atau
f.  jembatan penghubung antarruang/antarbangunan.
Pemenuhan persyaratan kemudahan hubungan
horizontal  antarruang/antarbangunan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:

a. jumlah sarana;

b. ukuran sarana;

c. konstruksi sarana;

d. jarak antarruang/antarbangunan;
e. fungsi Bangunan Gedung;

f. luas Bangunan Gedung; dan

g. jumlah pengguna dan pengunjung Bangunan
Gedung.
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(1)

Pasal 11
Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
huruf a merupakan bagian dari tapak, bangunan atau
ruang sebagai sarana untuk masuk dan keluar yang
pada umumnya dilengkapi dengan penutup.
Perancangan dan penyediaan jumlah, ukuran, dan jenis
pintu harus memperhatikan besaran dan fungsi ruang
serta jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan
Pengunjung Bangunan Gedung.
Pintu harus dapat dibuka/ditutup dengan mudah oleh
setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung
Bangunan Gedung.
Arah bukaan pintu harus memperhatikan fungsi ruang,
keselamatan  Pengguna  Bangunan Gedung dan
Pengunjung Bangunan Gedung pada saat terjadi bencana
atau keadaan darurat, dan kemudahan sirkulasi.
Bukaan pintu pada Bangunan Gedung/ruang yang
digunakan oleh Pengguna Bangunan Gedung dan
Pengunjung Bangunan Gedung dalam jumlah besar
seperti ruang pertemuan, ruang kelas, ruang ibadah, dan
tempat pertunjukan harus dapat mengarah ke luar

Bangunan Gedung/ruang.

Pasal 12

Selasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
huruf b merupakan jalur sirkulasi di luar Bangunan
Gedung yang tidak dibatasi oleh dinding atau dibatasi
paling banyak oleh 1 (satu) sisi dinding.

Perancangan dan penyediaan selasar sebagai sarana
hubungan horizontal antarruang/antarbangunan harus
mempertimbangkan:

ukuran dasar ruang;

a
b. keselamatan;

o

kenyamanan;

e

kemudahan; dan

e. fungsiruang.
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Pasal 13
Koridor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
huruf ¢ merupakan jalur sirkulasi di dalam atau di luar
Bangunan Gedung yang dibatasi oleh 2 (dua) sisi dinding.
Perancangan dan penyediaan koridor sebagai sarana
hubungan horizontal antarruang/antarbangunan harus
mempertimbangkan:
a. ukuran dasar ruang;
b. keselamatan;
c. kenyamanan;
d. kemudahan; dan

e. fungsiruang.

Pasal 14

Jalur pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) huruf d merupakan jalur yang digunakan oleh
pejalan kaki atau pengguna kursi roda secara mandiri
yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk
bergerak secara aman, mudah, nyaman dan tanpa
hambatan.

Perancangan dan penyediaan jalur pedestrian sebagai

sarana hubungan horizontal antarruang/antarbangunan

harus memperhatikan:

a. jarak tempuh agar Pengguna Bangunan Gedung dan
Pengunjung Bangunan Gedung dapat mencapai
tujuan sedekat mungkin;

b. keamanan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna
dan pengunjung bangunan gedung;

c. konektivitas dan kontinuitas
antarruang/antarbangunan;

d. keterpaduan aspek penataan bangunan dan
Lingkungan, Aksesibilitas antarlingkungan dan
kawasan maupun sistem transportasi;

e. kemiringan permukaan jalan yang mudah dilalui;

f.  kelengkapan sarana bagi pejalan kaki;
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(2)

-11 -

g. nilai tambah secara ekonomi, sosial dan
Lingkungan;

h. dukungan terhadap penciptaan ruang publik yang
mendukung aktivitas sosial; dan

i.  penyesuaian karakter fisik dengan kondisi sosial
budaya setempat antara lain kebiasaan, gaya hidup,
kepadatan penduduk, dan nilai kearifan lokal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur pedestrian sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Jalur pemandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) huruf e berfungsi sebagai jalur sirkulasi bagi
Penyandang Disabilitas netra termasuk penyandang
gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat
sebagian yang terdiri atas ubin pengarah dan ubin
peringatan.

Perancangan dan penyediaan jalur pemandu sebagai
sarana hubungan horizontal antarruang/antarbangunan

harus memperhatikan:

a. konektivitas dan kontinuitas antarruang/
antarbangunan;
b. keamanan, kenyamanan, dan kemudahan

penggunaan; dan
c. penempatan pada koridor, jalur pedestrian, dan

ruang terbuka.

Pasal 16

Jembatan penghubung antarruang/antarbangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f
merupakan jalur penghubung ruang/bangunan yang
satu dengan ruang/bangunan lainnya dan dapat
digunakan sebagai jalur keluar atau evakuasi.

Perancangan dan penyediaan jalur pemandu sebagai
sarana hubungan horizontal antarruang/antarbangunan

harus memperhatikan:
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a. kemampuan  distribusi sirkulasi di dalam
bangunan/antar bangunan untuk menghindari
penumpukan pengguna bangunan pada waktu dan
area tertentu;

b. kejelasan orientasi dan Aksesibilitas
antarruang/antarbangunan;

c. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan
penggunaan; dan

d. fungsi ruang/bangunan dan jumlah pengguna.

Paragraf 2

Hubungan Vertikal Antarlantai

Pasal 17
Setiap Bangunan Gedung bertingkat harus memenuhi
Persyaratan Kemudahan hubungan vertikal antarlantai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b
berupa tersedianya sarana yang memadai untuk
terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tangga;
b. ram;
c. lift;
d. lift tangga;
e. tangga berjalan/eskalator; dan/atau
f.  lantai berjalan (moving walk).
Pemenuhan Persyaratan Kemudahan hubungan vertikal
antarlantai harus memperhatikan:
a. jenis, jumlah, ukuran, dan konstruksi sarana
hubungan vertikal;
b. fungsi dan luas Bangunan Gedung;
c. jumlah  Pengguna Bangunan Gedung dan
Pengunjung Bangunan Gedung; dan
d. keselamatan Pengguna Bangunan Gedung dan

Pengunjung Bangunan Gedung.
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Pasal 18
Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
huruf a merupakan sarana transportasi vertikal manual
bagi pejalan kaki yang dirancang dengan
mempertimbangkan kemiringan, ukuran pijakan, dan
ketinggian anak tangga yang sesuai sehingga nyaman
dan aman untuk digunakan oleh seluruh penggunanya.
Perancangan dan penyediaan tangga sebagai sarana
hubungan vertikal antarlantai harus memperhatikan:
a. kewajiban penyediaan tangga pada Bangunan
Gedung dengan ketinggian lebih dari 1 (satu) lantai;
b. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan
penggunaan,;
c. kemudahan pencapaian dan penempatan pada
lokasi yang mudah terlihat; dan

d. keseragaman dimensi lebar dan tinggi pijakan.

Pasal 19

Ram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)

huruf b merupakan jalur sirkulasi yang memiliki bidang

dengan kemiringan dan lebar tertentu untuk
memudahkan akses antarlantai bagi Penyandang

Disabilitas dan/atau Pengguna Bangunan Gedung dan

Pengunjung Bangunan Gedung.

Perancangan dan penyediaan ram sebagai sarana

hubungan vertikal antarlantai harus memperhatikan:

a. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan
penggunaan,;

b. kemudahan pencapaian dan penempatan pada
lokasi yang mudah terlihat;

c. kelengkapan penanda yang jelas dan informatif;
derajat/tingkat kemiringan dan tekstur permukaan
ram yang mudah digunakan dan @ tidak
membahayakan; dan

e. pemisahan ram untuk Pengguna Bangunan Gedung

dan ram untuk barang.
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Perancangan dan penyediaan ram sebagai sarana
hubungan vertikal antarlantai harus mengutamakan
kemampuan pengguna kursi roda dalam

menggunakannya.

Pasal 20

Lift sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf

¢ merupakan alat mekanis elektrik untuk membantu

pergerakan vertikal di dalam Bangunan Gedung.

Perancangan dan penyediaan lift sebagai sarana

hubungan vertikal antarlantai harus memperhatikan:

a. fungsi lift;

b. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan
Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung
Bangunan Gedung;

c. kewajiban penyediaan lift untuk setiap Bangunan
Gedung dengan ketinggian bangunan lebih dari 5
(lima) lantai;

d. kewajiban penyediaan lift Penyandang Disabilitas
untuk sarana perhubungan dengan ketinggian
bangunan lebih dari 1 (satu) lantai seperti bandara,
stasiun kereta api, dan pelabuhan laut;

e. kewajiban penyediaan lift penumpang/pasien dan
lift penyandang disabilitas bagi Bangunan Gedung
kesehatan; dan

f. penyediaan lift untuk bangunan gedung dengan
ketinggian lebih dari 1 (satu) lantai sesuai dengan

kebutuhan atau fungsi Bangunan Gedung.

Pasal 21
Lift tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(2) huruf d merupakan alat mekanis elektrik untuk
membantu pergerakan vertikal di dalam bangunan
gedung yang digunakan terutama bagi penyandang
disabilitas dan lanjut usia.
Perancangan dan penyediaan lift tangga sebagai sarana

hubungan vertikal antarlantai harus memperhatikan:
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(2)
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a. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan
penggunaan,;

b. kemiringan dan bentuk jalur tangga;

c. perbedaan ketinggian lantai; dan

d. kesesuaian dimensi liftt tangga dengan spesifikasi

teknis yang berlaku.

Pasal 22

Tangga berjalan/eskalator sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (2) huruf e merupakan anak tangga

berjalan yang digerakkan secara mekanis elektris sebagai

alat transportasi vertikal antarlantai.

Perancangan dan penyediaan tangga berjalan/eskalator

sebagai sarana hubungan vertikal antarlantai harus

memperhatikan:

a. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan
Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung
Bangunan Gedung;

b. fungsi dan luas Bangunan Gedung;

c. jumlah  Pengguna Bangunan Gedung dan
Pengunjung Bangunan Gedung; dan

d. kemudahan pencapaian dan penempatan pada

lokasi yang mudah terlihat.

Pasal 23
Lantai berjalan (moving walk) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f merupakan lantai
berjalan yang digerakkan secara mekanis elektris sebagai
alat transportasi vertikal antarlantai atau horizontal
antarruang/antarbangunan.
Perancangan dan penyediaan lantai berjalan (moving
walk) sebagai sarana vertikal antarlantai atau horizontal
antarruang/antarbangunan harus memperhatikan:
a. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan
pengguna bangunan gedung dan pengunjung
bangunan gedung;

b. fungsi dan luas bangunan gedung; dan

JDIH Kementerian PUPR



(4)

(9)

-16 -

c. jumlah pengguna bangunan gedung dan pengunjung

bangunan gedung.

Paragraf 3

Sarana Evakuasi

Pasal 24

Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal

dan rumah deret sederhana harus menyediakan sarana

evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

huruf ¢ yang meliputi:

a. akses eksit;

b. eksit;

c. eksit pelepasan; dan

d. sarana pendukung evakuasi lainnya.

Penyediaan sarana evakuasi dilakukan untuk:

a. kemudahan evakuasi Pengguna Bangunan Gedung
dan Pengunjung Bangunan Gedung dari dalam ke
luar bangunan gedung; dan

b. kemudahan bagi petugas evakuasi dalam melakukan
evakuasi Pengguna Bangunan Gedung dan
Pengunjung Bangunan Gedung pada saat terjadi
bencana atau keadaan darurat lainnya.

Perancangan dan penyediaan sarana evakuasi harus

memperhatikan:

a. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan
Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung
Bangunan Gedung;

b. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung; dan

c. jumlah  Pengguna  Bangunan Gedung dan
Pengunjung Bangunan Gedung.

Setiap Bangunan Gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas,

jumlah lantai, dan/atau jumlah penghuni tertentu harus

memiliki manajemen penanggulangan bencana atau
keadaan darurat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana evakuasi

kebakaran sesuai dengan = ketentuan = peraturan
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perundang-undangan tentang sistem proteksi kebakaran

pada Bangunan Gedung dan lingkungan.

Pasal 25

Akses eksit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(1) huruf a merupakan bagian dari sarana penyelamatan

yang mengarah ke pintu eksit.

Perancangan dan penyediaan akses eksit harus

memperhatikan:

a. kemudahan pencapaian dan penempatan pada
lokasi yang mudah dijangkau oleh Pengguna
Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan
Gedung; dan

b. keamanan akses tanpa hambatan menuju pintu

eksit.

Pasal 26

Eksit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
huruf b merupakan bagian dari sarana evakuasi yang
dipisahkan dari area lainnya dalam Bangunan Gedung
oleh konstruksi atau peralatan yang menyediakan
lintasan jalan terproteksi menuju eksit pelepasan.
Perancangan dan penyediaan eksit harus
memperhatikan:

a. kemudahan dan kesiapan eksit untuk digunakan

setiap waktu; dan
b. penyediaan tempat berlindung bagi pengguna kursi

roda.

Pasal 27
Eksit pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (1) huruf ¢ merupakan bagian dari sarana evakuasi
antara batas ujung eksit dan jalan umum yang berada di
luar Bangunan Gedung untuk evakuasi pada saat terjadi
keadaan darurat.
Perancangan dan penyediaan eksit pelepasan harus

memperhatikan:
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a. kemudahan dan kesiapan eksit untuk digunakan
setiap waktu; dan

b. ketersediaan akses langsung ke jalan, halaman,
lapangan, atau ruang terbuka yang aman tanpa

hambatan.

Pasal 28

Sarana pendukung evakuasi lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. rencana evakuasi;

b. sistem peringatan bahaya bagi pengguna;

c. pencahayaan eksit dan tanda arah;

d. area tempat berlindung (refuge area);

e. titik berkumpul; dan

f.  lift kebakaran.

Perancangan dan penyediaan sarana pendukung

evakuasi lainnya harus memperhatikan:

a. kemudahan pencapaian yang bebas hambatan;

b. pengenalan, penandaan, dan penempatan pada
lokasi yang mudah terlihat dan dipahami oleh
Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung
Bangunan Gedung;

c. kecukupan pencahayaan; dan

d. proteksi terhadap api dan pengendalian asap.

Pasal 29
Rencana evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (1) huruf a merupakan panduan evakuasi ke luar
Bangunan Gedung yang digunakan oleh Pengguna
Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung
serta petugas evakuasi pada saat bencana atau keadaan
darurat lainnya.
Rencana evakuasi harus memperhatikan:
a. penempatan pada lokasi yang banyak diakses dan
mudah terlihat oleh Pengguna Bangunan Gedung
dan Pengunjung Bangunan Gedung; dan
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b. kemudahan dan  kejelasan informasi yang

disampaikan.

Pasal 30

Sistem peringatan bahaya bagi pengguna sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b merupakan

peringatan dini bagi Pengguna Bangunan Gedung dan

Pengunjung Bangunan Gedung terhadap bencana atau

situasi darurat lainnya.

Sistem peringatan bahaya yang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

a. sistem audio; dan/atau

b. sistem visual.

Perancangan dan penyediaan sistem peringatan harus

memperhatikan:

a. kemampuan berfungsi secara otomatis dalam
kondisi darurat;

b. kemampuan untuk diaktifkan secara manual sesuai
dengan prosedur pengamanan bangunan pada zona
tertentu; dan

c. kemudahan pencapaian dan penempatan pada

lokasi yang mudah terlihat.

Pasal 31

Pencahayaan eksit dan tanda arah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf ¢ merupakan
pencahayaan buatan dan tanda arah pada jalur
perjalanan menerus ke tempat yang aman untuk
keperluan evakuasi pada saat bencana atau keadaan
darurat lainnya.

Pencahayaan eksit dan tanda arah harus memperhatikan
tingkat pencahayaan yang memadai untuk memandu
evakuasi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung

Bangunan Gedung secara aman dan mudah.

JDIH Kementerian PUPR



-20 -

Pasal 32

Area tempat berlindung (refuge area) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d merupakan suatu lantai yang

dirancang untuk area berkumpul Pengguna Bangunan

Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung apabila terjadi

keadaan darurat yang harus disediakan pada interval tidak

lebih dari 16 (enam belas) lantai.

(1)

(1)

(2)

Pasal 33

Titik berkumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

ayat (1) huruf e merupakan tempat yang digunakan bagi

Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan

Gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.

Perancangan dan penyediaan titik berkumpul harus

memperhatikan:

a. kesesuaian sebagai lokasi akhir yang dituju dalam
rute evakuasi;

b. keamanan dan kemudahan akses Pengguna
Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan
Gedung;

c. jarak aman dari bahaya termasuk runtuhan
Bangunan Gedung;

d. kemungkinan untuk mampu difungsikan secara
komunal oleh para Pengguna Bangunan Gedung dan
Pengunjung Bangunan Gedung; dan

e. kapasitas titik berkumpul.

Pasal 34

Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (1) huruf f merupakan lift yang dapat difungsikan
oleh petugas evakuasi pada saat terjadi kebakaran untuk
keperluan pemadaman dan evakuasi Pengguna
Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
Perancangan dan penyediaan lift kebakaran harus
memperhatikan:

a. jumlah minimal sesuai dengan fungsi dan ketinggian

Bangunan Gedung;
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kemampuan untuk dikombinasikan sebagai lift
penumpang atau lift servis; dan
perletakan pada saf yang terlindung terhadap

kebakaran.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Fasilitas dan

Aksesibilitas hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan

Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Kelengkapan Prasarana dan Sarana Pemanfaatan Bangunan

Gedung

Pasal 36

(1) Kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan

bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

meliputi:

a.

o

a0

5o o

o e

N

e

i

ruang ibadabh;

ruang ganti;

ruang laktasi;

taman penitipan anak (TPA);

toilet;

bak cuci tangan;

pancuran;

urinal;

tempat sampah;

fasilitas komunikasi dan informasi;
ruang tunggu;

perlengkapan dan peralatan kontrol;
rambu dan marka;

titik pertemuan;

tempat parkir;

sistem parkir otomatis; dan

sistem kamera pengawas.
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Perancangan dan penyediaan prasarana dan sarana
pemanfaatan Bangunan Gedung Umum  harus
memperhatikan:

a. fungsi Bangunan Gedung;

b. luas Bangunan Gedung; dan

c. jumlah  Pengguna Bangunan Gedung dan

Pengunjung Bangunan Gedung.

Pasal 37

Ruang ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

ayat (1) huruf a merupakan ruangan pada Bangunan

Gedung yang digunakan secara tetap untuk

melaksanakan kegiatan peribadatan yaitu

mushola/ruang sholat atau ruang meditasi untuk
fasilitas internasional.

Perancangan dan penyediaan ruang ibadah pada

Bangunan Gedung harus memperhatikan:

a. penempatan pada lokasi yang layak, bersih, suci,
mudah dicapai dan dilihat oleh setiap Pengguna
Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan
Gedung;

b. Aksesibilitas bagi setiap Pengguna Bangunan
Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;

c. kejelasan orientasi terhadap kiblat untuk mushola
atau masjid;

d. pemisahan area suci dan non suci; dan

e. pencahayaan dan penghawaan yang memadai.

Pasal 38
Ruang ganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(1) huruf b merupakan ruang yang digunakan oleh
Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan
Gedung untuk mengganti pakaian.
Perancangan dan penyediaan ruang ganti harus
memperhatikan:
a. kewajiban penyediaannya pada Bangunan Gedung
yang memiliki fasilitas olahraga dan yang aktivitas di
dalamnya  mewajibkan  penggunaan = seragam

tertentu;
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b. penempatan pada lokasi yang mudah
dilihat/dikenali oleh Pengguna Bangunan Gedung
dan Pengunjung Bangunan Gedung;

c. dimensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan
ruang gerak;

d. penyediaan ruang penyimpanan pakaian; dan

pencahayaan dan penghawaan yang memadai.

Pasal 39

Ruang laktasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1) huruf c¢ merupakan ruangan yang berfungsi
untuk merawat bayi seperti mengganti popok/pakaian
bayi, membersihkan tubuh bayi, dan memberikan susu
pada bayi yang dilengkapi dengan prasarana menyusui
dan memerah air susu ibu yang digunakan untuk
menyusui bayi, memerah air susu ibu, menyimpan air
susu ibu perah dan/atau konseling menyusui/air susu
ibu.

Perancangan dan penyediaan ruang laktasi harus

memperhatikan:

a. penempatan pada lokasi yang mudah
dilihat/dikenali oleh Pengguna Bangunan Gedung
dan Pengunjung Bangunan Gedung dan menjadi
satu kesatuan dengan ruang utamanya,;

b. privasi, kenyamanan dan perlindungan kepada ibu
dalam proses laktasi;

c. higenitas dan bebas dari potensi bahaya termasuk
bebas polusi dan kebisingan;

d. jumlah  Pengguna Bangunan Gedung dan
Pengunjung Bangunan Gedung; dan

e. ketersediaan prasarana dan sarana pendukung.

Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang laktasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40
Taman Penitipan Anak (TPA) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d merupakan salah satu
bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur

pendidikan nonformal yang terdapat dalam Bangunan
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Gedung Umum yang dikhususkan bagi anak-anak dari
Pengguna Bangunan Gedung.

Perancangan dan penyediaan Taman Penitipan Anak
(TPA) harus memperhatikan:

a. lokasi;

b. privasi;

c. kenyamanan;

d. kebersihan;

e. jumlah  Pengguna  Bangunan Gedung dan

Pengunjung Bangunan Gedung;
f. luas lantai; dan
g. ketersediaan prasarana dan sarana pendukung.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Taman Penitipan Anak
(TPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 41

Toilet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)

huruf e merupakan fasilitas sanitasi berupa ruangan

yang dirancang khusus dan dilengkapi dengan kloset,
persediaan air dan perlengkapan lain bagi Pengguna

Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung

sebagai tempat buang air besar dan kecil dan/atau

mencuci tangan dan muka.

Perancangan dan penyediaan toilet harus

memperhatikan:

a. jumlah  Pengguna  Bangunan Gedung dan
Pengunjung Bangunan Gedung;

b. pemisahan antara laki-laki dan perempuan;
penggunaan material yang tidak licin dan
berbahaya;

d. lokalisasi terhadap kebocoran; dan
kemampuan manuver pengguna kursi roda untuk

toilet penyandang disabilitas.

Pasal 42
Bak cuci tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1) huruf f merupakan Fasilitas yang digunakan

terutama untuk mencuci tangan, mencuci muka,
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berkumur atau menggosok gigi bagi setiap Pengguna

Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

Perancangan dan penyediaan bak cuci tangan harus

memperhatikan:

a. perletakan pada toilet;

b. ketinggian yang mampu dijangkau oleh setiap orang;
dan

c. Aksesibilitas bagi pengguna kursi roda.

Pasal 43
Pancuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
huruf g merupakan Fasilitas mandi dengan pancuran
bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung
Bangunan Gedung.
Perancangan dan  penyediaan  pancuran  harus
memperhatikan:
a. pengaturan penggunaan air; dan

b. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pasal 44

Urinal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)

huruf h merupakan tempat pembuangan air kecil berdiri

untuk laki-laki.

Perancangan dan penyediaan urinal harus

memperhatikan:

a. ketinggian yang dapat digunakan oleh setiap
Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung
Bangunan Gedung termasuk Penyandang Disabilitas
dan anak-anak;

b. privasi penggunanya; dan

kemudahan penggunanya untuk bersuci.

Pasal 45
Tempat sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1) huruf i merupakan fasilitas penampungan
sampah yang ditempatkan di dalam atau di luar
Bangunan Gedung sebelum diangkut ke tempat
pendauran wulang, pengolahan, dan/atau tempat

pengolahan sampah terpadu.

JDIH Kementerian PUPR



(1)

(1)

-26 -

Perancangan dan penyediaan tempat sampah harus

memperhatikan:

a. pemilahan jenis sampabh;

b. penempatan pada lokasi yang tidak mengganggu
kenyamanan dan kesehatan pengguna dan
pengunjung bangunan gedung;

c. penggunaan konstruksi tahan api untuk pencegahan
kebakaran; dan

d. penggunaan saf sampah pada Bangunan Gedung
bertingkat.

Pasal 46

Fasilitas komunikasi dan informasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf j merupakan

sarana untuk memfasilitasi kontak/hubungan dan
penyampaian informasi melalui media audio dan visual.

Perancangan dan penyediaan fasilitas komunikasi dan

informasi harus memperhatikan:

a. fungsi Bangunan Gedung;

b. penempatan pada lokasi yang mudah
dilihat/dikenali oleh Pengguna Bangunan Gedung
dan Pengunjung Bangunan Gedung; dan

c. Aksesibilitas Pengguna Bangunan Gedung dan

Pengunjung Bangunan Gedung.

Pasal 47
Ruang tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1) huruf k merupakan area di dalam atau di luar
Bangunan Gedung yang diperuntukkan sebagai ruang
tunggu bagi Pengguna Bangunan Gedung dan
Pengunjung Bangunan Gedung.
Perancangan dan penyediaan ruang tunggu harus
memperhatikan penempatannya di lokasi yang mudah
dilihat/dikenali oleh Pengguna Bangunan Gedung dan

Pengunjung Bangunan Gedung.

Pasal 48
Perlengkapan dan peralatan kontrol sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf 1 merupakan
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perlengkapan dan peralatan yang dapat digunakan oleh

setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung

Bangunan Gedung untuk mengendalikan peralatan

tertentu seperti sistem alarm, tombol/stop kontak dan

pencahayaan.

Perancangan dan penyediaan perlengkapan dan

peralatan kontrol harus memperhatikan:

a. keselamatan dan kemudahan penggunaan; dan

b. perletakan pada ketinggian yang terjangkau oleh
setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung

Bangunan Gedung.

Pasal 49

Rambu dan marka sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36 ayat (1) huruf m merupakan tanda bersifat verbal,

visual atau dapat diraba dan tanda yang

dibuat/digambar/ditulis pada bidang
halaman/lantai/jalan.

Perancangan dan penyediaan rambu dan marka harus

memperhatikan:

a. perletakan, ukuran, dan rancangan yang mudah
ditemukenali dan dipahami oleh setiap Pengguna
Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan
Gedung;

b. jenis dan ukuran huruf; dan
kekontrasan warna huruf dengan latar rambu dan

marka.

Pasal 50
Titik pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1) huruf n merupakan tempat atau lokasi pada
Bangunan Gedung yang berfungsi sebagai titik
acuan/tetenger untuk bertemu.
Dalam penyediaan titik pertemuan harus memperhatikan
perletakan yang mudah ditemukenali dan dicapai oleh
setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung

Bangunan Gedung.
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Pasal 51
Tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1) huruf o merupakan tempat pada Bangunan
Gedung yang ditentukan untuk pemberhentian
kendaraan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk
pelataran parkir, parkir dalam gedung, dan/atau gedung
parkir.
Perancangan dan penyediaan tempat parkir harus
memperhatikan:
a. fungsi Bangunan Gedung;
b. kapasitas kendaraan;
c. sirkulasi kendaraan dan gangguan terhadap

Lingkungan; dan

d. pemisahan antara jalur kendaraan dan pejalan kaki.

Pasal 52
Sistem parkir otomatis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) huruf p merupakan sistem parkir yang
disusun secara vertikal atau horizontal yang
dikendalikan oleh komputer dan dilengkapi dengan kartu
magnetik untuk merekam waktu kedatangan dan tempat
kendaraan diparkirkan dengan  tujuan  untuk
memaksimalkan penggunaan ruang parkir.
Perancangan dan penyediaan sistem parkir otomatis
harus memperhatikan:
a. tipe sistem parkir otomatis dalam penggunaannya
pada Bangunan Gedung;
b. desain rak parkir;
keamanan dan keselamatan sistem parkir; dan
kemudahan pengoperasian dan sirkulasi menuju
dan di fasilitas parkir.
Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem parkir mobil
otomatis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 53
Sistem kamera pengawas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) huruf q merupakan sistem pelengkap

keamanan yang terdiri atas kamera dan perekam yang
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difungsikan untuk memantau dan mengirimkan sinyal

video pada suatu ruang.

Perancangan dan penyediaan sistem kamera pengawas

harus memperhatikan:

a. privasi Pengguna  Bangunan Gedung dan
Pengunjung Bangunan Gedung;

b. tingkat kejelasan kamera pengawas dalam
mendeteksi obyek dengan jelas sesuai target
pengawasan; dan

c. tingkat kebutuhan, ancaman, dan risiko bagi
Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung
Bangunan Gedung.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelengkapan Prasarana Dan

Sarana Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tercantum dalam Lampiran

III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PEMBERLAKUAN PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN

(1)

(2)

GEDUNG

Pasal 55
Pemberlakuan Persyaratan Kemudahan Bangunan
Gedung dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:
a. pemberlakuan persyaratan kemudahan bangunan
gedung bersifat wajib (mandatory); atau
b. pemberlakuan persyaratan kemudahan bangunan
gedung bersifat disarankan (recommended).
Pemberlakuan Persyaratan Kemudahan Bangunan
Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan
pada Bangunan Gedung dan Lingkungan berdasarkan
fungsi Bangunan Gedung, Jenis Bangunan Gedung dan

klasifikasi Bangunan Gedung.
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(3) Penerapan Pemberlakuan Persyaratan Kemudahan
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
termasuk pada ruang terbuka milik perorangan, ruang
terbuka milik pemerintah dan ruang terbuka milik
swasta.

(4) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:

fungsi hunian;

fungsi keagamaan;

fungsi usaha;

fungsi sosial budaya;

fungsi khusus; dan

Moo o0 oop

fungsi campuran.

(5) Jenis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan berdasarkan fungsi Bangunan
Gedung.

(6) Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi hunian
paling sedikit meliputi:

rumah tinggal tunggal sederhana;

rumah tinggal deret;

rumah tinggal susun;

rumah tinggal sementara;

asrama/rumah kos;

rumah tamu (guest house);

panti werdha;

5@ Mo a0 TP

panti disabilitas;

villa;

e

j-  rumah kebun;
k. rumah toko; dan
1. rumah kantor.
(7) Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi keagamaan
paling sedikit meliputi:
a. masjid termasuk mushola;
b. gereja termasuk kapel;
Cc. pura;
d wihara; dan
e. klenteng.
(8) Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi usaha

paling sedikit meliputi:
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perkantoran;

kantor (single building);
mall;

pasar tradisional;

toko;

kios;

warung;

B ® ™o oo TP

ruang pamer;

e

pabrik;
laboratorium (milik swasta/perorangan);

perbengkelan;

industri rumahan (home industry);
hotel;

motel;

kondotel;

restoran;

kafe;

taman bermain;

I -

gedung pertemuan;
gedung olahraga;
bioskop;

gedung pertunjukkan;
terminal angkutan darat;
pelabuhan udara;

pelabuhan laut;

NS X g 2 g T0

stasiun kereta api;

o
o

pergudangan;

bb. tempat pendinginan; dan
cc. gedung parkir.

Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi sosial
budaya paling sedikit meliputi:
sekolah dasar;

sekolah menengah pertama;
sekolah menengah atas;
perguruan tinggi;

museum;

gedung pameran;

gedung kesenian;

5@ oo a0 oo

puskesmas;
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i. klinik bersalin;

j-  tempat praktik dokter bersama;

k. rumah sakit;

1.  laboratorium (milik pemerintah); dan

m. pelayanan umum.

Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi khusus

paling sedikit meliputi:

a. reaktor nuklir;

b. instalasi pertahanan dan keamanan;

c. istana kepresidenan; dan

d. bangunan gedung perwakilan RI di negara lain.

Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi campuran

meliputi bangunan gedung yang memiliki lebih dari 1

(satu) fungsi Bangunan Gedung.

Penentuan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung

untuk jenis Bangunan Gedung lainnya, yang belum

tercakup secara rinci dalam Peraturan Menteri ini

dilakukan secara objektif sesuai kebutuhan yang

ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan

pertimbangan TABG.

Ketentuan pemberlakuan persyaratan kemudahan

Bangunan Gedung berdasarkan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:

a. Bangunan Gedung baru,;

b. Bangunan Gedung eksisting;

c. Bangunan Gedung yang akan dilakukan perubahan;

d. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan;
dan

e. Bangunan Gedung darurat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberlakuan

persyaratan kemudahan Bangunan Gedung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.
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BAB V
PENGATURAN PELAKSANAAN DI DAERAH

Pasal 56
Pengaturan  pemenuhan  Persyaratan Kemudahan
Bangunan Gedung di daerah diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Bangunan
Gedung.
Dalam hal daerah belum mempunyai Peraturan Daerah
mengenai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) maka pemenuhan Persyaratan Kemudahan
Bangunan Gedung berpedoman pada Peraturan Menteri
ini.
Dalam hal daerah telah mempunyai Peraturan Daerah
mengenai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebelum peraturan ini diberlakukan, maka
pelaksanaan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ini.
Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pemenuhan
Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung melalui Izin
Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung (SLF).

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 57
Pembinaan  pemenuhan  Persyaratan  Kemudahan
Bangunan Gedung merupakan bagian dari pembinaan
Penyelenggaraan Bangunan Gedung secara umum yang
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi,
dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah
Daerah provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui kegiatan:
a. pengaturan,
b. pemberdayaan; dan

C. peEngawasan.
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Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, meliputi:

a.

Pemerintah Pusat melakukan penyusunan dan
penyebarluasan norma, standar, pedoman, dan
kriteria (NSPK) persyaratan kemudahan pada
bangunan gedung;

Pemerintah Daerah provinsi melakukan
penyebarluasan norma, standar, pedoman, dan
kriteria (NSPK) persyaratan kemudahan pada
bangunan gedung; dan

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah
Daerah provinsi untuk DKI Jakarta melakukan
penyusunan dan penyebarluasan norma, standar,
pedoman, dan  kriteria  (NSPK) persyaratan

kemudahan pada bangunan gedung.

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b, meliputi:

a.

Pemerintah Pusat melakukan pemberdayaan secara
nasional kepada Pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan para
Penyelenggara Bangunan Gedung dengan fasilitasi
pendidikan/pelatihan, pemberian dukungan teknis
dan/atau kepakaran, dan percontohan pelaksanaan
Persyaratan Kemudahan pada Bangunan Gedung
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Pemerintah Daerah provinsi melakukan
pemberdayaan pada tingkat daerah provinsi kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, penyelenggara
bangunan gedung dengan fasilitasi
pendidikan/pelatihan, percontohan, serta pemberian
dukungan teknis dan/atau kepakaran; dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah
Daerah provinsi untuk DKI Jakarta melakukan
pemberdayaan kepada masyarakat dan para
Penyelenggara Bangunan Gedung dengan
penyebarluasan, pelatihan, serta pemberian

dukungan teknis dan/atau kepakaran untuk
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meningkatkan kesadaran akan hak, kewajiban dan
peran pemangku kepentingan dalam pemenuhan

Persyaratan Kemudahan pada Bangunan Gedung.

(5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf ¢, meliputi:

a. Pemerintah Pusat melakukan pengawasan secara
nasional kepada Pemerintah Daerah provinsi
dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan
para Penyelenggara Bangunan Gedung dengan
melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penerapan NSPK;

b. Pemerintah Daerah provinsi melakukan pemantauan
dan evaluasi pada tingkat provinsi terhadap
penyusunan peraturan daerah di daerah
kabupaten/kota dan penerapannya; dan

c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah
Daerah provinsi untuk DKI Jakarta melakukan
pengawasan kepada para Penyelenggara Bangunan
Gedung di daerah dengan melakukan pemantauan
dan evaluasi terhadap Pemenuhan Persyaratan

Kemudahan pada Bangunan Gedung.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang
tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada

Bangunan Gedung dan Lingkungan, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2017

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1148

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Bjro Hukum,

-

WMh),

Siti Martini
NIP. 195803311984122001
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LAMPIRAN |

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 14/PRT/M/2017

TENTANG

PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN
GEDUNG

PENERAPAN PRINSIP DESAIN UNIVERSAL DAN PENGGUNAAN  UKURAN
DASAR RUANG YANG MEMADAI

A. PRINSIP DESAIN UNIVERSAL
Pemenuhan persyaratan kemudahan bangunan gedung dilakukan
melalui penerapan prinsip Desain Universal (universal design ) dalam
tahapan pembangunan bangunan gedung (perencanaan teknis dan
pelaksanaan konstruksi).
Prinsip Desain Universal sebagaimana dimaksud meliputi:
1. Kesetaraan penggunaan ruang;
Desain bangunan gedung dan lingkungan harus dapat digunakan
oleh setiap pengg unanya tanpa diskriminasi.
2. Keselamatan dan keamanan bagi semua;
Desain bangunan gedung dan lingkungan harus meminimalkan
bahaya dan konsekuensi yang merugikan bagi semua orang.
3. Kemudahan akses tanpa hambatan;
Desain bangunan gedung dan lingkungan harus menjamin
kemudahan akses ke, dari, dan di dalam bangunan gedung yang
bebas hambatan ( barrier free ) secara fisik dan non fisik dan mudah
dipahami terlepas dari tingkat pengalaman, pengetahuan,
keterampilan bahasa, atau konsentrasi pengguna.
4. Kemudahan akses informasi;
Desain bangunan gedung dan lingkungan harus menjamin
kemudahan akses informasi yang komunikatif bagi semua, terlepas
dari kondisi dan kemampuan sensorik penggunanya.
5. Kemandirian penggunaan ruang;
Desain bangunan gedung dan lingkungan harus memp erhatikan
beragam kemampuan penggunanya sehingga dapat digunakan

secara mandiri.
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6. Efisiensi upaya pengguna; dan
Desain bangunan gedung dan lingkungan harus dapat digunakan
secara efisien dan nyaman dengan usaha minimal dari penggunanya.
7. Kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.
Ukuran dan ruang yang tepat disediakan untuk dicapai dan
digunakan terlepas dari posisi tubuh, ukuran, postur atau mobilitas

pengguna.

B. UKURAN DASAR RUANG

Dalam pemenuhan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung
memerlukan  ukuran dasar ruang yang memadai yang ditentukan
berdasarkan :

1. kebutuhan ruang gerak Pengguna Bangunan Gedung dan

Pengunjun g Bangunan Gedung ;
2. dimensi peralatan ; dan
3. sirkulasi .
Dalam hal kondisi bangunan gedung tidak dapat memenuhi ukuran
dasar ruang yang memadai, maka perencana konstruksi dapat
melakukan penyesuaian ukuran dasar ruang sepanjang prinsip Desain
Universal terpenuhi serta mendapat persetujuan TABG dan pemerintah
daerah sehingga setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung
Bangunan Gedung masih dapat beraktivitas secara mudah, aman,
nyaman, dan mandiri.
1. Ukuran Kebutuhan Ruang Gerak

i min 165 cm |

min 60 cm

-
£
o
n
~
E
. min 60 cm
Gambar 1.1. Berdiri jangkauan ke Gambar 1.2. Berdiri jangkauan ke
samping 1 (satu) tangan samping 2 (dua) tangan
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min 95 cm 1

min 90 cm

min 46 cm

Gambar 1.3. Duduk jangkauan ke
samping 2 (dua) tangan

min 210 cm

min 145 cm

min 52,5 cm

Gambar 1.4. Duduk jangkauan ke
depan

min
60 cm

Gambar 1.5. Jangkauan ke depan

satu tangan

min
1 95 cm 1
r 1

Gambar 1.6. Jangkauan ke
samping menggunakan kruk

min
. 120 cm

]
I 1

Gambar 1.7. Jangkauan ke depan
dan ke belakang menggunakan
kruk
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Ukuran Ukuran Ukuran Ukuran Ukuran Ukuran
2

1 4 5 . 6

Ketinggian
(mm)

1100 +
1000 A
900 -
800 +
700 +
600 +
500
400
300
200
100

Ketinggian Meja Berdiri

Ketinggian Meja

Ketinggian Kursi

Usia
3 4 5 6 T 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Gambar 1.6. Dimensi ketinggian perabot untuk anak

Tabel 1.1. Dimensi ketinggian perabot untuk anak

L Il B |

3 4-5 6-7 8-10 11-13 14-18

Kisaran Tinggi
93 - 115 108-121 119-142 133-159 146-176,5 159-188
Tubuh (cm )

Ketinggian Meja

5

. 59 67 76 88 100 106
Berdiri (c m)
Ketinggian Meja
46 53 59 64 71 76
(cm)
Ketinggian
26 31 35 38 43 46

Kursi (¢ m)
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min 90 cm | L min 95 cm ;
1

!

I 1 I

Gambar 1.7. Jangkauan ke Gambar 1.8. Jangkauan ke depan
menggunakan tongkat

samping menggunakan tongkat

. min 65 cm
45 cm K
P
= -] [- M 1N
§
5| < |
5l & ©
o
? linlajl — ] I:[
" N \LJ LU
maks 132 cm , min 30 cm
1 A Ruang bebas untuk

pergerakan tangan

Gambar 1.10. Tampak depan

Gambar 1.9. Tampak samping
kursi roda umum

kursi roda umum

maks 130 cm

Gambar 1.12. Jangkauan ke
depan pengguna kursi roda

Gambar 1.11. Jangkauan ke
samping pengguna kursi roda
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. min 165 cm | min 152,5 cm

g
(&)
e
N
=
s
E
min 50 cm min 50 cm
e
., min65cm | L
I 1
Gambar 1.13. Jangkauan ke samping Gambar 1.14. Diameter manuver
menggunakan 2 tangan pengguna kursi pengguna kursi roda
roda

min 92 cm

Gambar 1.15. Lebar pengguna
kursi roda

- min 105 cm ;
E 1
&)
o
o _:D QR .
-
- (&}
a” =
g
13} £
o C
[e)] (@]
i
Gambar 1.16. Jangkauan perletakan Gambar 1.17. Jangkauan maksimal
benda/peralatan oleh pengguna kursi pengoperasian peralatan pengguna kursi
roda roda
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2. Dimensi peralatan
Dimensi peralatan  disesuaikan dengan kebutuhan ruang.

3. Sirkulasi
Sirkulasi yang dibutuhkan dalam pemenuhan persyaratan
kemudahan ditentukan minimal 30% dari total kebutuhan ruang
gerak pengguna dan dimensi peralatan = dengan mempertimbangkan

fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Bjro Hukum,

WM,
Siti Martini
NIP. 195803311984122001
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LAMPIRAN 1|

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 14 /PRT/M/2017

TENTANG

PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN
GEDUNG

PENYEDIAAN FASILITAS DAN AKSESIBILITAS
HUBUNGAN KE, DARI, DAN DI DALAM BANGUNAN GEDUNG

A. Hubungan Horizontal ~ Antarruang/Antarbangunan
Setiap Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan
gedungnya harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan
horizontal antarruang/antarbangunan untuk menunjang
terselenggaranya fungsi  Bangunan Gedung .
Sarana hubungan horizontal antarruang /antarbangunan  meliputi:
1) pintu;
2) selasar;
3) Kkoridor;
4) jalur pedestrian;
5) jalur pemandu; dan/atau
6) jembatan penghubung antar ruang/antar bangunan.
Persyaratan teknis, gambar, dan ukuran sarana hubungan horizontal
antarruang/antarbangunan adalah sebagai berikut:
1. Pintu
a. Persyaratan T eknis
1) Pintu masuk/keluar utama Bangunan Gedung Umum
memiliki lebar efektif bukaan paling sedikit 90 cm, dan pintu
lainnya memiliki  lebar efektif bukaan paling sedikit 80 cm.
2) Pintu ayun ( swing door ) 1 arah harus dirancang dan dipasang
sehingga mampu membuka sepenuhnya 90 © secara mudah
dengan beban tekan/tarik daun pintu paling berat 5 kg.
3) Pintu ayun (swing door ) 1 arah pada ruangan yang
dipergunakan oleh pengguna dan pengunjung  Bangunan
Gedung dalam jumlah besar, harus dapat membuka ke arah

luar ruangan untuk k emudahan evakuasi Pengguna
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Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung pada
saat terjadi kebakaran atau keadaan darurat la innya.

Pintu ayun (swing door ) 1 arah terutama pada area publik
harus dapat memberikan visibilitas yang jelas terhadap objek

di balik pintu atau orang yang mendekat ke arah pintu
diantaranya dengan pemasangan kaca.

Kaca pada pintu ayun ( swing door ) 1 arah harus dipasang
tidak lebih dari ketinggia n 75 cm dari permukaan lantai.

Ruang bebas di depan pintu ayun (swing door ) 1 arah yang
membuka keluar pada luar ruangan paling sedikit berukuran
170 cm x 170 cm.

Ruang bebas di depan pintu ayun (swing door ) 1 arah pada
dalam ruangan paling sedikit berukuran 152,5 cm x 152,5
cm.

Ruang bebas di depan pintu geser (sliding door ) paling sedikit
berukuran 152,5 cm x 152,5 cm.

Perabot tidak boleh diletakkan pada ruang bebas di depan
pintu ayun.

Perletakan perabot harus diberi jarak paling sedikit 75 cm

dari bukaan daun pintu.

Pintu harus b ebas dari segala macam hambatan yang
menghalangi pintu  untuk terbuka atau tertutup sepenuhnya

di depan atau di belakang  daun pintu.

Jika terdapat pintu yang berdekatan atau berhadapan dengan
tangga, maka antara ujung daun pintu dan anak tangga perlu

diberi jarak paling sedikit 80 cm atau mengubah bukaan
daun pintu tidak mengarah ke anak tangga

Jika terdapat beberapa pintu yang berdekatan (posisi siku)
maka h arus diberi jarak dan/atau tidak boleh membuka ke

arah ruang yang sama.

Pintu ayun (swing door ) 2 arah memiliki persyaratan yang
sama dengan pintu ayun  (swing door ) 1 arah.

Beberapa pintu yang tidak direkomendasikan untuk
digunakan p ada Bangunan Gedung Umum karena sulit
digunakan oleh penyandang disabilitas termasuk anak -anak
dan lanjut usia yaitu

a) pintu geser manual;
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b) pintuyang berat dan sulituntuk  dibuka /ditutup;

c) pintu dengan 2 daun pintu yang berukuran kecil;

d) pintu yang terbuka ke 2 arah ("dorong" dan "tarik"); dan

e) pintu dengan bentuk pegangan yang sulit dioperasikan
terutama bagi penyandang disabilitas daksa dan

penyandang disabilitas netra.

Pintu geser dapat digunakan apabila dilengkapi sensor
gerak/tombol buka tutup elektrik/tuas hidrolik dengan
ketentuan :

a) responsif terhadap bahaya kebakaran; dan

b) mampu bergerak dari  posisi tertutup ke posisi terbuka
penuh dalam waktu paling lama 3 detik, dan dalam
kondisi kehilangan tenaga listrik dapat dibuka secara
manual dala m waktu paling lama 15  detik.

Kelengkapan pintu seperti pegangan pintu, kait dan kunci

pintu harus dapat dioperasikan dengan satu kepalan tangan
tertutup, dipasang paling tinggi 110 cm dari permukaan

lantai.

Pegangan pintu harus tidak licin dan bukan berup a tuas
putar .

Pegangan pintu disarankan menggunakan tipe dorong/tarik
atau tipe tuas dengan ujung yang melengkung ke arah dalam.
Pintu kaca diberi tanda dengan warna kontras atau penanda
lain yang dipasang setinggi mata untuk menjamin keamanan
Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan
Gedung teruta ma yang memiliki gangguan penglihatan.
Penggunaan pintu putar harus disertai dengan penyediaan
pintu lain yang dapat diakses oleh pengguna kursi roda.
Kecepatan pintu putar baik berupa pintu putar manual
maupun otomatis harus mudah dihentikan dengan sedikit
tenaga atau dihentikan dengan tombol otomatis.

Pintu akses ( turnstile) memiliki lebar efektif bukaan paling
sedikit 60 cm dan mudah didorong oleh tubuh tanpa
menggunakan tangan dan untuk penyandang disabilitas
pintu harus memiliki lebar efektif bukaan paling sedikit 80
cm.

Penutup lantai pada area di sekitar pintu harus
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menggunakan material dengan  tekstur permukaan yang tidak
licin.

25) Alat-alat penutup pintu otomatis perlu dipasang agar pintu
dapat menutup dengan sempurna untuk k emanan dan
keselamatan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung
Bangunan Gedung

b. Gambar Detail dan Ukuran

| 170 cm | 1 152,5 cm |
| | | |
min 92 cm | g
,!U) Luar Ruangan/
Luar Ruangan/ c\f Koridor/Selasar
Koridor/Selasar 10
£
3
Lon
N
\a : Dalam Ruangan
Dalam Ruangan I min 92 cm I
152;5 em |

| 152,5 cm |
I |

Ruang bebas
. Ruang bebas )

Gambar 2.1. Lebar efektif pintu  serta ruang bebas di
dalam ruangan dan di luar ruangan/koridor/selasar

maks 120 cm

maks 110 cm

maks 100 cm

maks 60 cm

Gambar 2.2. Ketinggian perletakan pegangan pintu dan jendela
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N\
/

Gambar 2.3. Jenis pegangan pintu harus tidak berupa tuas
putar dan tidak licin

4

4

>-/

b. Pegangan pintu tipe c¢. Pegangan pintu tipe
dorong/tarik tuas dengan ujung tuas
melengkung ke dalam

Gambar 2.4. Jenis pegangan pintu yang direkomendasikan

Garis Penanda dengan
Warna Kontras

%
maks 100 cm

Gambar 2.5. Contoh warna kontras atau penanda lain  pada pintu kaca

JDIH Kementerian PUPR
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50 cm 26 cm 50 cm
— A
¢ ) g . >> ; W
X | | &
92 cm
Gambar 2.6. Detail pintu akses (turnstile )
c———
\ N\
v\ min92cm

Gambar 2.7. Lebar efektif pintu akses yang
direkomendasikan bagi penyandang disabilitas

prinsip desain universal
(universal design ) pada pintu akses ( turnstile )

Gambar 2.8. Contoh penerapan

JDIH Kementerian PUPR
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1
A

maks 80 cm

|
b

,’inaks 65 cm

handrail )

Gambar 2.9. Akses pintu yang dilengkapi dengan pegangan rambat (

!=f
V4
| a X
o a = paling sedikit 80 cm

v

Gambar 2.10. Pintu yang berdekatan atau berhadapan
dengan tangga perlu diberi jarak

JDIH Kementerian PUPR
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-
|

X

Gambar 2.11. Pintu yang berhadapan dengan tangga perlu

mengubah bukaan daun pin

X

Gambar 2.12 . Pintu ayun ( swing door ) harus dapat memberikan

visibilitas yang jelas

tu tidak mengarah ke anak tangga

a =maks 75 cm
b=175cm

diantaranya dengan pemasangan kaca

JDIH Kementerian PUPR
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f

X

Gambar 2.13. Perabotan tidak boleh diletakkan pada jarak
bebas ruang di depan pintu ayun

Direkomendasikan
75 cm

X v

Gambar 2.14. Perletakan perabot harus diberi jarak paling sedik it 75 cm dari

\%

e

bukaan daun pintu

X Vv

Gambar 2.15. Pintu yang berdekatan (posisi siku) harus diberi jarak dan/atau

tidak boleh membuka ke arah ruang yang sama

JDIH Kementerian PUPR



2. Selasar
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a. Persyaratan Teknis

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Selasar harus memiliki lebar efektif yang cukup untuk
dilewati oleh pengguna kursi roda atau 2 orang berpapasan
paling sedikit 140 cm.

Selasar dilengkapi dengan penanda atau penunjuk arah yang
informatif dan mudah terlihat terutama menuju pintu keluar

dan pintu keluar darurat/eksit.

Selasar jalan keluar dapat berupa balkon terbuka di luar
Bangunan Gedung yang terlindung dari hujan dan tempias.
Selasar dilengkapi dengan pencahayaan/iluminasi alami atau
artifisial, sensor otomatis hemat energi, dan
pencahayaan/iluminasi darurat yang otomatis b erfungsi pada
keadaan darurat.

Selasar yang digunakan sebagai jalur evakuasi harus bebas
dari segala macam penghalang yang mengganggu pergerakan
Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan
Gedung .

Selasar tidak diperbolehkan menggunakan material pe nutup
lantai yang licin.

Bangunan  Gedung yang digunakan oleh penyandang
disabilitas dan lansia seperti panti jompo/wreda/lansia, dan
fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, harus
dilengkapi dengan pegangan rambat (  railing ) paling sedikit
pad a pada salah satu sisi selasar.

Selasar pada Bangunan Gedung dengan kriteria tertentu
seperti rumah sakit dan bandara mengikuti ketentuan
peraturan perundang -undangan terkait.

Selasar yang berfungsi sebagai jalur evakuasi mengikuti

ketentuan peraturan -perundangan tentang kebakaran.

JDIH Kementerian PUPR



b. Gambar detail dan ukuran

Gambar 2.1 6. Contoh selasar tanpa dinding pembatas

Ketinggian bebas hambatan
(barrier free) paling rendah
200 cm

X
Selasar Jalur Pejalan Kaki Jalur Perabot Jalan

lebar paling sedikit 150 cm \
\

Daerah Bebas Hambatan
(Barrier Free)

Gambar 2.17 . Contoh selasar dengan 1 (satu) dinding  pembatas

3. Koridor
a. Persyaratan T eknis
1) Koridor harus memiliki lebar efektif yang cukup untuk

dilewati oleh 1 orang pengguna kursi roda paling sedikit 92

cm.
2) Koridor harus memiliki lebar efektif yang cukup untuk
dilewati oleh 2 orang pengguna kursi roda paling sedikit 184
cm.
3) Koridor harus memiliki lebar efektif yang cukup untuk
sirkulasi 1 orang penyandang disabilitas dan 1 oran g pejalan

kaki paling sedikit 152 cm.
4) Koridor dengan railing harus memiliki lebar efektif yang

cukup untuk  dilewati oleh 1 orang pengguna kursi roda

JDIH Kementerian PUPR



5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

-11.12-

paling sedikit 112 cm.

Koridor dengan railing harus memiliki lebar efektif yang
cukup untuk dilewati oleh 2 orang pengguna kursi roda yang
berpapasan paling sedikit 204 cm.

Koridor dilengkapi dengan penanda atau penunjuk arah yang
informatif dan mudah terlihat terutama menuju pintu keluar

dan pintu keluar darurat/eksit.

Koridor jalan keluar dapat berupa balkon terbuka di luar
Bangunan Gedung yang terlindung dari hujan dan tempias.
Koridor dilengkapi dengan pencaha  yaan/iluminasi alami atau
artifisial, sensor otomatis hemat energi, dan
pencahayaan/iluminasi darurat yang otomatis berfungsi pada
keadaan darurat.

Koridor yang digunakan sebagai jalur evakuasi harus bebas
dari segala macam penghalang yang mengganggu perge rakan
Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan
Gedung .

Koridor pada hunian, jalan buntu dan rute penyelamatan
harus diberikan proteksi terhadap kebakaran dan pada
selasar penyelamatan harus mampu mengantisipasi
penyebaran asap pada tahap awal kebakaran.

Proteksi kebakaran pada koridor harus menerus dari titik
masuk hingga keluar dan tidak terputus oleh ruang lainnya.

Koridor yang berfungsi sebagai akses eksit harus dirancang
tanpa jalan buntu yang panjangnya lebih dari 6 m.

Jika diperlukan akse s terpisah pada koridor maka diperlukan
kompartemenisasi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan.
Bangunan G edung vyang digunakan oleh penyandang
disabilitas dan lansia seperti panti jompo/wreda/lansia, dan
fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sak it, harus
dilengkapi dengan pegangan rambat (  railing ) paling sedikit
pada pada salah satu sisi koridor.

Koridor pada Bangunan Gedung dengan kriteria tertentu
seperti rumah sakit dan bandara mengikuti ketentuan
peraturan perundang -undangan terkait.

Koridor yang berfungsi sebagai jalur evakuasi mengikuti

ketentuan peraturan -perundangan tentang kebakaran.

JDIH Kementerian PUPR
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b. Gambar Detail dan Ukuran

| min 92 cm |
[ 1

Gambar 2.18. Lebar efektif koridor yang direkomendasikan untuk sirkulasi 1
(satu) orang penyandang disabilitas pengguna kursi roda

| min 184 cm |

I
I
|
I
I
|
|
I
I
|
I
I
I
I
|
|

Gambar 2.19. Lebar efektif koridor yang direkomendasikan untuk sirkulasi 2
(dua) orang penyandang disabilitas pengguna kursi roda

JDIH Kementerian PUPR
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min 152 cm |

|

Gambar 2.20. Lebar efektif koridor yang direkomendasikan untuk sirkulasi 1
(satu) orang penyandang disabilitas dan 1 (satu) orang pejalan kaki

wo Tl

204 cm

Gambar 2.21. Lebar efektif koridor dengan pegangan rambat (handrail )
yang disarankan 3511 Kementerian PUPR
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min 92 cm

disarankan 152 cm

min 92 cm
disarankan 152 cm

min 92 cm
disarankan 152 cm

. min 152 cm

Gambar 2.22. Lebar efektif koridor tanpa pintu akses

------ o
(o]
S\
n
i
[
IS
5
g
IS
—
I
2
e m BT ml - 4
g
:] disarankan 61 cm
n
i
£
g
- [
(&)
S\
g ek 56 cm
&> £ 9 disarankan 61 ¢
3]
£
B s
[
2
5+

Gambar 2.23. Lebar efektif koridor dengan pintu akses
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4. Jalur Pedestrian

a. Persyaratan Teknis

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Permukaan

a) Permukaan jalur pedestrian harus stabil, kuat, tahan
cuaca, dan tidak licin.

b) Perlu dihindari  penggunaan sambungan atau g undukan
pada permukaan, apabila  terpaksa ada , tingginya harus
tidak lebih dari 1,25 cm.

c) Apabila menggunakan karet maka bagian tepi harus

dengan konstruksi yang permanen.

Ukuran

- Lebar jalur pedestrian tidak kurang dari 150 cm untuk
jalur 1 arah dan tidak kurang dari 160 cm untuk jalur 2
arah.

- Lebar jalur pedestrian dapat berukuran 180 cm 2300 cm

atau lebih untuk memenuhi kebutuhan terhadap intensitas

pejalan kaki yang tinggi.
Kelandaian
- Kelandaian sisi lebar jalur pedestrian paling besar 2 o.
- Kelandaian sisi panjang jalur pedestrian paling besar 5°.
Area istirahat
Setiap jarak 900 cm, jalur pedestrian dapat dilengkapi dengan
tempat duduk untuk beristirahat
Pencahayaan berkisar antara 50 -150 lux tergantung pada
intensitas pemakaian, tingkat bahaya dan kebutuhan
keamanan.
Drainase
Jalur pedestrian disediakan berikut drainase yang dibuat
tegak lurus arah jalur dengan kedalaman paling tinggi 1,5
cm.
Tepi pengaman/kanstin ( low curb )
a) Jalur pedestrian  perlu  dilengkapi dengan t epi

pengaman/kanstin ( low curb ) yang berfungsi sebagai

penghentian roda kendaraan dan tongkat penyandang

JDIH Kementerian PUPR
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disabilitas netra agar terhindar dari area yang berbahaya.
b) Tepi pengaman/kanstin ( low curb) dibuat dengan
ketinggian paling rendah 10 cm dan lebar 15 cm di

sepanjang jalur pedestrian.

8) Jalur pedestrian perlu dilengkapi dengan pemandu/penanda
antara lain:
a) jalur pemandu bagi penyandang disabilitas netra;
b) tempat sampah dan perabot jalan ( street furniture ) lainnya ;
c) penanda untuk akses pejalan kaki;
d) sinyal suarayang dapat di dengar;
e) pesan-pesan verbal; dan
f) informasi lewat getaran.

g) Ram pada jalur pedestrian diletakkan di setiap persimpangan,
prasarana ruang pejalan kaki yang memasuki pintu keluar
masuk bangunan atau kaveling.

b. Gambar Detail dan Ukuran

Pertemuan jalur,
material bertekstur kuat

min 150 cm
]

. Kelandaian sisi lebar jalur maks 2°

%r;t};;é Pegangan rambat (handrail) pada area

yang dinilai berbahaya

maks 900 cm

Tempat duduk/istirahat disediakan
paling jauh 900 cm

L ]

Bila ada celah antar permukaan lantai
ketinggiannya tidak boleh lebih dari 1,25 cm

R
Sia

Eﬂ;> Hindari lubang dan jeruji yang dapat
q membahayakan pejalan kaki

Gambar 2.24. Prinsip perencanaan jalur pedestrian
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Gambar 2.25. Sudut kemiringan maksimal ram pada jalur pedestrian

Lebar jalur
pedestrian minimal
150 cm

Kelandaian sisi Kelandaian sisi

lebar jalur maks 2° panjang jalur maks 5°

i Lebar jalur
pedestrian

Plesteran halus (tidak bertekstur)

Permukaan bertekstur untuk
tanda berhenti

Kemiringan ram
maks 1:12

Gambar 2.26. Dimensi ram pada jalur pedestrian

=

120 cm \

maks 45 cm

60 cm

Permukaan harus rata

Gambar 2.27. Contoh ukuran bangku istirahat
JDIH Kementerian PUPR
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Gambar 2.28. Contoh Penerapan Bangku Istirahat

5. Jalur Pemandu

a. Persyaratan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Ubin pengarah (guiding block ) bermotif garis berfungsi untuk
menunjukkan arah perjalanan.

Ubin peringatan  (warning block ) bermotif bulat berfungsi
untuk memberi kan peringatan terhadap adanya perubahan
situasi disekitarnya.

Ubin pengarah ( guiding block ) dan ubin peringatan (  warning
block) harus dipasang dengan benar sehingga dapat
memberikan orientasi yang jelas kepada penggunanya,;

Jalur p emandu harus dipasang diantaranya

a) didepan jalurlalu -lintas kendaraan;

b) di depan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau

fasilitas persilangan  dengan perbedaan ketinggian lantai;

c) di pintu masuk/keluar Bangunan Gedung untuk
kepentingan umum termasuk terminal transportasi
umum atau area penumpang; dan

d) pada sepanjang jalur pedestrian.

Ubin pengarah ( guiding block ) dan ubin peringatan (  warning
block) harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan
diberikan warna yang  kontras dengan warna ubin ek sisting
seperti kuning, jingga , atau warna lainnya sehingga mudah
dikenali oleh penyandang  gangguan penglihatan yang hanya
mampu melihat sebagian ( low vision ).

Ubin pengarah ( guiding block ) dan ubin peringatan (  warning
block) dipasang pada bagian tepi jalur pedestrian untuk

memudahkan pergerakan penyandang disabilitas netra

JDIH Kementerian PUPR
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termasuk penyandang gangguan penglihatan yang hanya
mampu melihat sebagian ( low vision ).

b. Gambar Detail dan Ukuran

| 30 cm |
® 0 0 O T 2.}50rn
o000 ¢ ———————— _-0.5cm
000 S 3.5 cm
0 00
= 30 cm |
® 6 0 ¢ T 2.5 cm
o0 o0 0 osem
@000 S A aim
® 00

Gambar 2.29. Tipe tekstur ubin  peringatan (warning block )

' 30 cm .
I 1
2.5 cm
|
g ,_:—M%/—_TOS cm
o [ |
® —
3.5 cm
" 30 cm .

l l 2.}5 cm
l l l — { /—\j-O.S cm
3.5cm

Gambar 2.30. Tipe tekstur ubin pengarah ( guiding b locks)

30 cm
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30 cm

|

30 cm

|
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Gambar 2.31. Contoh ukuran dan jenis jalur pemandu.
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Gedung
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Hidran

|

ez

Rambu Jalan

Zebra Cross

!
parts

Tiang Listrik

Kotak Pos

Telepon Umum

Bak Sampah

Bangku Istirahat

Ubin Peringatan (Warning Block)

Gambar 2.32. Prinsip perencanaan jalur

Ubin Pemandu (Guiding Block)

pemandu
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Pintu Masuk

Pedestrian

Gambar 2.34. Contoh Penerapan Ubin Pemandu

6. Jembatan Penghubung Antarr uang/ Antarb angunan
a. Persyaratan T eknis

1) Harus memenuhi persyaratan pembebanan untu k menjamin

JDIH Kementerian PUPR



2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
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keselamatan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung
Bangunan Gedung pada saat pembebanan maksimum.

Jembatan penghubung antar ruang/ antar bangunan harus
dapat dilewati oleh pengguna kursi roda atau 2 orang
berpapasan dengan lebar paling sedikit 120 cm.

Jika terdapat perbedaan ketinggian lantai/bangunan, maka
jembatan penghubung antarruang/ antar bangunan  harus
memiliki kelandaian  paling besar 6° atau perbandingan 1:10
dan pada setiap jarak  paling jauh 900 cm terdapat bagian
mendatar dengan panjang paling sedikit 120 cm.

Jembatan penghubung antar ruang/ antar bangunan harus
dilengkapi dengan dinding pembatas yang konstruksinya
mampu menjamin keselamatan Pengguna Bangunan Gedung
dan Pengunjung Bangunan Gedu ng terutama anak -anak.
Jembatan penghubung antarruang/  antar bangunan
dilengkapi dengan penunjuk arah yang informatif dan mudah
dilihat terutama menuju pintu keluar dan pintu keluar
darurat/eksit.

Jembatan  penghubung antarruang/  antar bangunan perlu
dilengkapi dengan pencahayaan /iluminasi alami atau
artifisial, sensor otomatis hemat energi, dan
pencahayaan /iluminasi darurat yang otomatis berfungsi pada
saat terjadi keadaan darurat

Jembatan  penghubung antarruang/  antar bangunan yang
digunakan sebagai jalur evakua si harus bebas dari segala
macam penghalang (barrier free ) yang mengganggu
pergerakan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung
Bangunan Gedung

Penambahan fungsi jembatan penghubung
antar ruang/ antar bangunan masih dimungkinkan sepanjang
tidak mengabaikan kes elamatan, ken yamanan, dan
kemudahan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung

Bangunan Gedung

JDIH Kementerian PUPR
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b. Gambar Detail dan Ukuran

\IJ\

ry
F/
AN

T

L[]

Gambar 2.35. Contoh jembatan penghubung antar ruang pada lantai

yang sama pada fasilitas publik
5 Ny
QI LTI T T 11

Llor

B

Gambar 2.36. Contoh jembatan penghubung antar bangunan
pada fasilitas publik  (sky bridge )

Gambar 2.37 . Contoh penerapan jembatan WW“R@&entenan PUPR
antar bangunan pada fasilitas publik (sky bridge )
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B. Hubungan Vertikal Antarlantai dalam Bangunan Gedung

Setiap Bangunan Gedung bertingkat harus menyediakan sarana

hubungan vertikal antarlantai yang memadai untuk menunjang

terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung .

Sarana hubungan vertikal antarlantai meliputi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

tangga ;

ram ;

lif;

lif tangga ;

tangga berjalan/eskalator; dan/atau

lantai berjalan ( moving walk ).

Persyaratan teknis, gambar, dan ukuran sarana hubungan vertikal

antarlantai adalah sebagai berikut:

1. Tangga

a. Persyaratan T eknis

1) Berdasarkan bentuk dan fungsinya, tangga dibedakan

menjadi:

a) tangga umum;

b) tangga monumental;
c) tangga lengkung;
d) tangga putar;

e) tangga kipas; dan

f) tangga gunting.

2) Penempatan tangga harus memperhatikan jarak koridor dan
kompartemen antarruang.

3) Jika disediakan lebih dari 1 tangga umum, maka jarak
antar tangga diperhitungkan sesu ai dengan jumlah  Pengguna
Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung paling
jauh 40 m.

4) Tinggi anak tangga ( optride/riser ) tidak lebih dari 18 c¢m dan
tidak kurang dari 15  cm.

5) Lebar anak tangga ( antride/tread ) paling sedikit 30 cm.

6) Tangga dengan anak tangga yang terbuka (  open riser) tidak

disarankan untuk digunakan.

JDIH Kementerian PUPR
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7) Anak tangga menggunakan material yang tidak licin dan pada
bagian tepinya diberi material anti slip ( step nosing ).

8) Kemiringan tangga umum tidak boleh melebihi sudut 35 0,

9) Tangga dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) yang
menerus dan pagar tangga untuk keselamatan dan pada tiap
bagian ujung (puncak dan bagian bawah) pegangan rambat
dilebihkan paling sedikit 30 cm.

10) Pegangan rambat ( handrail ) harus memenuhi standar
ergonomis yang aman, nyaman untuk digenggam dan bebas
dari permukaan tajam dan kasar.

11) Tangga yang berhimpitan dengan dinding harus dilengkapi
dengan 2 lapis pegangan rambat ( handrail ) dengan ketinggian
65 cm - 80 cm yang menerus paling sedikit pada 1 sisi
dind ing.

12) Jarak bebas antara dinding dengan pegangan rambat pada
tangga yang berhimpitan dengan dinding paling besar 8 cm.

13) Tangga dengan lebar lebih dari 220 cm harus dilengkapi
dengan pegangan rambat tambahan di bagian tengah tangga.

14) Tangga yang berfungsi sebagai koridor di antara tempat
duduk misalnya pada gedung pertunjukan tidak berlaku
keharusan menyediakan pegangan rambat ( handrail ).

15) Tangga pada Bangunan Gedung Yyang juga digunakan oleh
penyandang disabilitas netra harus dilengkapi denga n
penanda huruf braille pada sisi atas pegangan rambat yang
diletakkan paling sedikit pada kedua ujung pegangan rambat
untuk menunjukkan posisi dan arah tangga.

16) Bentuk profil pegangan rambat ( handrail ) harus mudah
digenggam dengan diameter penampang palin g sedikit 5 cm.

17) Pada setiap ketinggian tertentu tangga harus dilengkapi
dengan bordes (landing ) sebagai tempat beristirahat.

18) Jumlah anak tangga sampai dengan bordes ( landing ) paling
banyak 12 anak tangga.

19) Setiap sisi tangga yang tidak dibatasi oleh dinding harus
diberi pagar tangga ( baluster ).

20) Pagar tangga ( baluster ) yang terdiri dari kisi  -kisi harus dibuat
cukup rapat untuk menghindari risiko kecelakaan terutama

pada anak -anak.
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21)

22)

23)

24)

25)
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Tinggi anak tangga putar ( optride/riser ) direkomendasikan
antara 15 cm 2 22 cm atau sesuai dengan Klasifikasi tangga

putar.

Lebar anak tangga putar ( antride/tread ) bagian dalam
direkomendasikan antara 12 cm 2 15 cm, sedangkan lebar
anak tangga putar bagian luar direkomendasikan antara 35

cm 245cm.

Tangga perlu diberikan pen cahayaan/iluminasi artifisial yang
memadai untuk keselamatan dan kenyamanan pengguna dan
pengunjung Bangunan Gedung , terutama pada tangga yang
dipergunakan sebagai area sirkulasi publik dengan tingkat
pencahayaan/iluminasi paling sedikit 100 lux.

Tangga perlu dilengkapi dengan pencahayaan/iluminasi
darurat artifisial dengan tingkat pencahayaan/iluminasi 0,2

lux atau menggunakan lapisan photoluminescent  untuk
menandai jalur evakuasi.

Untuk tangga putar, memiliki klasifikasi antara lain:

a) Tangga putar pribadi

(1) Tangga putar pribadi digunakan pada bangunan
yang bersifat pribadi/privat umumnya rumah
tinggal.

(2) Jika digunakan untuk mengakses ruang kecil atau
ruang servis yang bukan menjadi akses utama
publik atau akses evakuasi, tangga putar pribadi
direkomendasikan memiliki diameter luar 130 cm
180 cm.

(3) Jika digunakan sebagai akses utama, tangga putar
pribadi direkomendasikan memiliki diameter luar
180 cm 2225cm.

b) Tangga putar semi publik

(1) Tangga putar semi publik digunakan pada
Bangunan Gedung semi publik seperti pabrik,
kantor, toko, atau merupakan tangga biasa yang
diakses oleh beberapa hunian.

(2) Jika digunakan oleh sedikit pengguna/pengunjung

Bangunan Gedung , tangga putar semi publik dapat
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menggunakan tangga putar berukuran kecil dengan
diame ter luar yang direkomendasikan 200 cm 2225
cm.

(3) Jika digunakan oleh pengguna dan pengunjung
Bangunan Gedung dengan jumlah besar maka
menggunakan tangga putar semi publik dengan
diameter 215cm 2255 cm.

c) Tangga putar publik

(1) Diaplikasikan pada Bangunan Gedu ng Umum yang
digunakan secara bersama -sama oleh Pengguna
Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan
Gedung dalam jumlah besar.

(2) Diameter luar tangga putar publik yang
direkomendasikan 250 cm 2350 cm.

b. Gambar detail dan ukuran

1) Tangga ! Imim

Lebar

| pijakan | i g
30 cm : 5

Gambar 2.38. Detail tangga yang direkomendasikan

T Handrail
[ Step Nosing

E| 8 T
% g 30 cm | I

g4 —

c| © : I

B F J15-18em

SH
cm .
Warning Block — erian PUPR

Gambar 2.39. Potongan vertikal  tangga yang direkomendasikan
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X

Gambar 2.40. Contoh penerapan pagar tangga ( baluster ) pada
sisi tangga yang tidak dibatasi oleh dinding

—— Handrail

11

| I

5 cm

— Warning Block

Step Nosing

Gambar 2.41. Potongan horizontal  tangga yang

Gambar 2.42. Contoh d etail pegangan tangga
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min 30 cm min 30 cm

Hand Rail
Step Nosing

wo g ur

Hand Rail
Step Nosing

min 30 cm
-

l
\—/
wo Qg uru

Hand Rail
Step Nosing

Gambar 2.43. Pegangan rambatan ( handrail ) yang direkomendasikan

Berbahaya untuk kaki

Step nosing

S

maks 4 cm

St

Step nosing
Step nosing r
maks 2.5 cm I
Berbahaya untuk kaki

Gambar 2.44. Anak tangga Yyang direkomendasikan
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4 2

Gambar 2.45. Akhir anak tangga yang menempel dengan dinding harus sejajar
dengan dinding untuk mengurangi risiko kecelakaan

~/

220 cm

Gambar 2.46 . Tangga yang dilengkapi dengan huruf braille di sisi atas pegangan
rambatan pada interval tertentu yang menunjukkan posisi anak tangga

5cmS5 cm
1

Hand Rail

rejue] ueesnuLad LIEP WO 08 SYBW

L Permukaan lantai

Gambar 2.47 . Profil pegangan Gambar 2.48. Detail pegangan
rambatan (handrail) yang rambatan untuk dinding

JDIH Kementerian PUPR



-11. 33 -

2) Tangga Monumental

Pr—— TN ———

I DU ] T G 53 B G SS) U i BT S O N Ul S AR R G T S

<

T 1

[i+] - =
N 1 T Y 5
]

)

] Ledmel 11 |

Gambar 2.49. Contoh Penerapan Tangga Monumental

3) Tangga Lengkung

Gambar 2.50. Ukuran tangga lengkung

Gambar 2.51. Contoh penerapan tangga lengkung
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4) Tangga Kipas

Gambar 2.52. Contoh tangga kipas

5) Tangga Putar

Diameter Luar
|
Handrail Dalam :

3

» /—Handrail Luar

e

NI

Kolom Tengah

Gambar 2.54 . Tangga putar
dengan railing dalam

Gambar 2.53. Contoh penerapan
tangga kipas

Diameter Luar

P
N » /—Handrail Luar
——
S
\-
\.
Kolom Tengah

Gambar 2.55. Tangga putar tanpa
railing dalam
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2. Ram

Min. 200 cm

Gambar 2.57. Contoh tangga putar

a. Persyaratan T eknis

1)

2)

3)

Ram untuk Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung
Bangunan Gedung di dalam Bangunan Gedung paling besar
harus memiliki kelandaian 60, atau perbandingan antara
tinggi dan kemiringan 1:10 sedangkan ram di luar Bangunan
Gedung harus paling besar memiliki kelandaian 50 atau
perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:12.

Lebar efektif ram tidak boleh kurang dari 95 cm tanpa tepi
pengaman/kanstin ( low curb) dan 120 cm dengan tepi
pengaman/ kanstin ( low curb ).

Tepi pengaman (kanstin/ low curb ) paling rendah memiliki
ketinggian 10 cm yang berfungsi sebagai pemandu arah bagi

penyandang disabilitas netra dan penahan roda kursi roda
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4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
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agar tidak terperosok keluar ram.

Permukaan datar awalan dan akhiran ram harus bertekstur ,
tidak licin, dilengkapi dengan ubin peringatan dan paling
sedikit memiliki panjang permukaan yang sama dengan lebar

ram yaitu 120 cm.

Awalan /akhiran ram tidak disarankan berhadapan langsung
dengan pintu masuk /keluar Bangunan Gedung

Setiap ram dengan panjang 900 cm atau lebih harus
dilengkapi dengan permukaan datar (bordes) sebagai tempat
beristirahat .

Ram harus dilengkapi dengan 2 lapis pegangan rambat
(handrail ) yang menerus di kedua sisi dengan ketinggian 65
cm untuk anak -anak dan 80 cm untuk orang dewasa.

Pegangan rambat ( handrail ) harus memenuhi standar
ergonomis yang aman dan nyaman untuk digenggam serta
bebas dari permukaan tajam dan kasar.

Dalam hal pegangan rambat ( handrail ) dipasang berhimpitan
dengan bidang dinding, jarak bebas antara dinding dengan
pegangan rambat paling sedikit 5 cm.

Ram pada jalur pedestrian ( curb ramp ) memiliki lebar paling
sedikit 120 cm dengan kelandaian paling besar 6 ©.

Ram dengan lebar lebih dari 220 cm harus dilengkapi dengan
pegangan rambat (handrail ) tambahan di bagian tengah ram.
Ram yang berfungsi sebagai koridor di antara tempat duduk
misalnya pada gedung pertunjukan, tidak harus
menyediakan pegangan rambat (handrail ).

Ram yang digunakan pada Bangunan Gedung yang
dilestarikan atau Bangunan Gedung Cagar Budaya dapat
menggunakan konstruksi non permanen.

Ram untuk pelayanan angkutan barang memiliki kelandaian
paling besar 10 ° dengan lebar yang disesuaikan dengan

fungsinya.
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min 185 cm
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b. Gambar Detail dan U kuran

min 120 cm
| |

maks 190 cm

|

min 160 cm

I

Permukaan datar
bagian atas

Permukaan datar (bordes)
pada setiap belokan

Handrail

Permukaan miring
paling jauh 900 cm

Kemiringan paling besar 6°

di luar bangunan gedung, dan
paling besar 7° di dalam
bangunan gedung

Permukaan datar
bagian bawah, lebar paling sedikit
120 cm

Gambar 2.58. Persyaratan ram

Gambar 2.59. Contoh ram dengan konstruksi tidak permanen yang
diterapkan pada Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan
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Kanstin paling rendah 10 cm

dan 1:10 untuk ram
di dalam bangunan

Gambar 2.60. Varian bentuk ram

Gambar 2.61. Contoh ram pada koridor
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a. Persyaratan T eknis

1)

2)

Persyaratan Teknis Secara Umum Lif Penumpang (  passenger

elevator)

a)

b)

d)

f)

Lif penumpang merupakan sarana transportasi vertikal

dalam Bangunan Gedung yang dipergunakan untuk

mengangkut orang.

Lif penumpang harus disediakan untuk Bangunan

Gedung dengan ketinggian diatas 5 lantai.

Bangunan Gedung dengan ketinggian 2 sampai dengan 5

lantai dapat dilengkapi dengan lif penumpang disesuaikan

dengan kegiatan atau kebutuhan Pengguna Bangunan

Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung

Lif dilengkapi dengan alat pendaratan darurat otomatis

menggunakan tenaga  baterai (automatic  rescue

device/automatic landing device ) yang bila terjadi

terputusnya aliran listrik, maka lif akan berhenti pada

lantai terdekat dan pintu membuka secara otomatis;

Lif yang digunakan harus berupa lif otomatis dan

dilengkapi sistem levelling dua arah.

Bangunan Gedung Umum tidak wajib dilengkapi dengan

lif penumpang yang muda h diakses bagi penyandang

disabilitas apabila :

(1) telah disediakan ram yang mudah diakses ; dan

(2) telah disediakan incline lift yang memenuhi standar
yang berlaku dengan ketentuan untuk
menghubungkan ruang berkumpul pada tempat
pertunjukan umum dan memenuhi kebutuhan hunian

rumah tidak sederhana diatas 1 lantai.

Persyaratan Teknis Secara Umum Lif Barang/Servis ( freight

elevator)
a) Lif barang/servis merupakan sarana transportasi vertik al
pada Bangunan Gedung yang digunakan untuk

mengangkut barang atau untuk kegiatan pelayanan

lainnya
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3)

4)

b)

f)
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Syarat utama lebar pintu lif barang sama dengan lebar
kereta, sehingga dipakai tipe Bi-parting door dengan
gerakan manual vertikal.

Sangkar lif barang/servis dibolehkan tidak beratap, agar
dapat mengangkut barang -barang yang panjang.

Pada bangunan hotel, jumlah lif barang/servis yang
dianjurkan adalah 1 unit setiap 2 unit lif tamu atau
setiap 150 kamar.

Dalam bangunan kantor setiap luas 1500 m2 per lantai,
perlu ada 1 lif barang/servis, atau Bangunan Gedung
bertingkat sampai dengan 20 lantai harus ada 1 unit lif
barang/servis.

Bangunan Gedung kantor dengan ketinggian lebih dari 20
lantai direkomendasikan menggunakan 2 unit lif

barang/servis.

Persyaratan lobi lif adalah sebagai berikut:

a)

b)

d)

f)

Menyediakan ruang perantara di depan lif (  lobi lif) yang
digunakan sebagai ruang tunggu untuk masuk dan
keluar dari lif.

Lebar lobi lif paling sedikit 185 cm dan tergantung pada
konfigurasi ruang yang ada.

Toleransi perbedaan muka lantai bangunan dengan muka
lantai ruang lif paling tinggi 1,25 cm.

Panel Iif bagian luar harus dipasang di tengah -tengah
ruang perantara di depan lobi lif sehingga mudah dilihat

dan dijangkau dengan ketinggian maksimal 90 cm dari
muka lantai bangunan.

Semua tombol pada panel harus dilengkapi dengan panel
huruf braille yang dipasang dengan tanpa mengganggu
panel biasa.

Selain terdapat indikator suara, layar/tampilan yang
secara visual menunjukkan posisi lif harus dipasang di

atas pa nel kontrol dan di atas pintu lif, baik di dalam

maupun di luar lif ( hall /koridor).

Persyaratan kereta lif adalah sebagai berikut:

a)

Ukuran efektif ruang dalam Iif paling sedikit 120 cm x 230

cm dengan lebar bukaan pintu paling sedikit 110 cm.
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5)

6)

b)

d)
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Pada fasilitas publik dengan tingkat penggunaan tinggi,
ukuran efektif kereta Ilif adalah 152,5 cm x 240 cm
dengan lebar bukaan pintu paling sedikit 152,5 cm.

Kereta lif dilengkapi dengan cermin menggunakan bahan
stainless mirror dan pegangan rambat ( handrail ) menerus
pada kedua sisi ruang lif dengan ketinggian 65 cm - 80
cm dengan jarak bebas pegangan rambat ke dinding
paling sedikit5 cm.

Kereta Ilif harus didukung sistem pencahayaan dan
penghawaan yang memadai, sistem peringatan audio
dan/atau visual dalam ha | terjadi kondisi darurat dan
dilengkapi dengan kamera pengawas.

Kereta lif harus dilengkapi dengan sarana informasi dan
komunikasi, dengan memperhatikan perkembangan
teknologi informasi yang ada serta memiliki kemampuan
komunikasi dua arah yang berfungsi ketika terjadi

kondisi darurat;

Persyaratan tombol lif.

a)

b)

c)

d)

Panel lif bagi an dalam dipasang dengan Kketinggian
maksimal 90 cm dari muka lantai ruang lif.

Tombol  pemilih lantai disarankan paling sedikit
berukuran 2 cm yang dapat berupa tonjolan, tombol yang
dapat berubah warna atau tombol layar sentuh.

Tombol pemilih lantai dilengkapi dengan panel audio dan
visual yang menginformasikan level lantai yang dicapai.

Tombol pemilih lantai dilengkapi dengan huruf braille ,

angka arab dan simbol standar.

Persyaratan umum pintu lif adalah sebagai berikut:

a)

b)

Pintu lif harus dilengkapi sensor yang berfungsi untuk
menghentikan dan membuka ulang pintu lif jika terdapat
suatu objek yang menghalangi tertutupnya pintu lif.

Sensor pada pintu lif harus dapat secara otomatis
mendeteksi objek atau orang di antara pintu lif yang
tengah menutup dengan jarak 125 mm = 25 mm dan 735
mm = 25 mm di atas lantai

Pintu lif harus tetap terbuka paling sedikit selama 8 detik

yang dapat dipercepat atau diperlambat dengan menekan
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8)
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tombol pada panel lif.

Pintu darurat Lif

a)

b)

d)

Pintu darurat dipasang sebagai sarana jalan keluar atau
pelarian dari keadaan bahaya.

Pintu darurat dipasang diatas kereta berukuran 0,35 m x
0,45 m, membuka keluar, tidak terkunci, dilengkapi
dengan pegangan ( handle ) dan saklar pemutus.

Pintu darurat juga dapat dipasang pada sisi dinding
kereta bagian belakang menghadap ke lif sebelahnya
sebagai sarana pindah ke lif lain dengan ukuran 0,7 m x

2,0 m membuka keluar.

Pintu darurat lain dipasang di ruang luncur lif ekspress

dan di lekuk dasar.

Pengaman Pintu Lif

a)

b)

c)

d)

f)

g)

Pintu -pintu otomatis harus dilengkapi dengan alat
pengaman ( safety edge ).

Jika seseorang menyinggung pengaman pintu lif yang
sedang menutup, maka pintu akan membuka kembali.

Alat pengaman mengandalkan sensor mekanis yang
dilengkapi micro switch .

Pada saat pengaman pintu lif berfungsi, pintu lif harus
dapat membuka penuh dan menutup kembali dalam
waktu 1 (satu) detik.

Untuk pengaman pintu lif yang menggunakan jenis
sensor cahaya atau light -ray atau electrostatic yang sangat
peka, pintu lif tidak membuka s ecara penuh tetapi
memberi ruang yang cukup bagi orang untuk masuk dan

pintu segera menutup kembali jika halangan sirna.

Pintu lif perlu dilengkapi dengan kunci kait ( interlock )
beserta kontak penghubung arus ke motor lif.

Motor lif harus tidak bekerja seb elum pintu tertutup,
yaitu setelah kait masuk ke dalam rumahnya yang

dibantu dengan pegas.
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b. Gambar Detail dan Ukuran

D (110 cm

min 230 cm

Gambar 2.62. Detail ruang dalam lif  penumpang

A

X
82 “l- Ma
o ks
90

/ B

min —
_— 110 cm

Nl

Gambar 2.63. Detail ruang luar lif  penumpang

Gambar 2.64 . Contoh penerapan incline lift
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sisi dinding
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Mikrofon untuk
komunikasi 2 (dua)
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—— Tanda dibuat timbul
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Speaker

Tombol pemanggil

A
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100 cm

Lantai

Gambar 2.65. Panel kontrol komunikasi lif

Tombol lantai
dengan angka timbul

@ @
£ O @ Tombol kontrol darurat
o]
S O
g Sl e O O Alat komunikasi 2 (dua)
g arah utk keadaan darurat

Tanda dibuat timbul

90 cm

75 cm

Lantai

Gambar 2.66 . Panel kontrol lif

Indikator bersuara
bagi penyandang
disabilitas netra

layar monitor
1 penunjuk lantai

Indikator ketinggian
lantai yang dapat diraba

Panel kontrol

ketiga Sensor buka/tutup

&
0000
E| (0000
0000
=

Dinding tahan benturan

70 cm
80-85 cm
maks 120 cmp

-\

Gambar 2.67 . Potongan penampang vertikal ruangjfalam kiementerian PUPR
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| 2 o

Membuka pintu Menutup pintu
Alarm/panggilan Penyetop darurat
darurat

Gambar 2.68. Standar simbol panel yang dibuat timbul

indikator cahaya/lampu

( ' ) Direkomendasikan menggunakan

indikator suara untuk
penyandang disabilitas netra

(<

min 6 cm

Gambar 2.69. Indikator lif (naik atau turun)

Tombol pemanggil lif yang lebih timbul
dari panel lif (direkomendasikan tombol

3 tetap masuk dan menyala
g setelah ditekan)
c

@

I

= i

g min. 2,5 ¢m

8

Q

3

o

Gambar 2.70. Tombol pemanggil lif

JDIH Kementerian PUPR



Dimensi pintu dan kereta lif
disesuaikan dengan kebutuhan
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Gambar 2.71. Contoh Lif Barang

4. Lif Tangga

a. Persyaratan T eknis

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Lif tangga dapat disediakan pada Bangunan Gedung dengan
ketinggian sampai dengan 3 lantai dan perbedaan keti nggian
lantai paling sedikit4 m.

Lif tangga diperuntukkan terutama bagi penyandang
disabilitas pengguna kursi roda atau lanjut usia.

Lif tangga dipasang pada jalur tangga di salah satu sisi
dinding.

Konstruksi lif tangga

a) kerangka;

b) jenis dan ukuran;

c) peralatan penggerak;

d) anak tangga;

e) bidang landas;

f) pelindung samping ( balustrade );

g) penutup dalam;

h) ban pegangan;

i) perangkat penegang rantai; dan

]) pelumasan .

Toleransi perbedaan muka lantai Bangunan Gedung dengan
tempat duduk lif tangga paling tinggi 60 cm.

Persyaratan tempat duduk [if t angga dan panel kontrol paling
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sedikit adalah sebagai berikut:

a) Lebar tempat duduk Iif tangga paling sedikit 40 cm dan
dapat disesuaikan dengan lebar tubuh penggunanya.

b) Panel kontrol diletakkan pada posisi yang mudah
dioperasikan.

c) Panel kontrol dapat dilengkapi dengan tombol
menggunakan huruf braille yang dipasang pada salah
satu sandaran tangan tanpa mengganggu fungsi panel
kontrol.

7) Persyaratan rel penggantung paling sedikit adalah sebagai
berikut:

a) Kemiringan rel penggantung mengikuti kemiringan
tangga.

b) Rel penggantung harus dipasang secara kuat dan
memenuhi persyaratan teknis

8) Persyaratan lebih lanjut mengenai Ilif tangga men gikuti
ketentuan SNI 2190: 1999 mengenai Syarat -syarat Umum

Konstruksi Lif Penumpang Y ang Dijalankan Dengan Motor

Traksi.

b. Gambar Detail dan U kuran

Gambar 2.72. Contoh | if tangga untuk penyandang disabilitas
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Tombol kontrol
pengoperasian

|

Lebar bersih dari platform kursi roda pada anak tangga min 150 cm

Gambar 2.73. Detail | if tangga (stairway lift ) untuk penyandang disabilitas

5. Tangga Berjalan/Eskalator

a. Persyaratan T eknis

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

Lebar efektif tangga berjalan/ eskalator:

a) 60 cmuntuk lebar1 orang; dan

b) 100 ¢ muntuk lebar2 orang.

Sudut kemiringan tangga berjalan/ eskalator 30 © 2350,
Penyediaan 1 unit tangga berjalan/eskalator rata -rata dapat
melayani luas lantai 1500 m2 namun lebih optimal untuk
luas lantai 500 m2 2700 m 2.

Tangga berjalan/ eskalator dapat dipasang dengan sudut
kemiringan yang lebih landai untuk menjaga keselamatan
dan memberikan  pengaruh psikologis pada pengguna yang
lebih baik.

Tangga berjalan/ eskalator dapat dipasang dengan sudut
kemiringan yang lebih besar untuk memberikan efisiensi
penggunaan ruang Yyang lebih besar .

Sudut kemiringan tangga berjalan/eskalator pada prasarana
dan sarana transportasi publik yang lebih optimal dalam
memberikan keselamatan penggunanya yaitu 270 2280,

Pada akses masuk dan keluar tangga berjalan/ eskalator
harus disediakan bagian mendatar ( landing plate/floor plate )
yang rata dengan permukaan lantai gedung sebagai bagian
terpisah dari pijakan eskalator.

Jumlah  pijakan datar ( flat step ) saat masuk maupun
keluarnya anak tangga eskalator pada Bangunan Gedung

perbelanjaan, perkantoran, pamera n dan bandara paling
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sedikit 2 buah anak tangga  dengan kecepatan tangga
berjalan/eskalator 0,5 m/detik .

9) Jumlah pijakan datar ( flat step ) saat masuk maupun
keluarnya anak tangga  eskalator pada stasiun bawah tanah
dan fasilitas transportasi publik lainnya paling sedikit 4 buah
anak tangga dengan kecepatan tangga berjalan 0,65 m/detik.

10) Bagian tepi anak tangga eskalator harus diberi kan warna
kuning atau warna kontras sebagai penanda batas pijakan
kaki .

11) Tangga berjalan/eskalator dapat dilengkapi dengan skirt
brush sebagai pembatas antara alas kaki dengan bagian tepi
pijakan lantai.

12) Tangga berjalan/ eskalator dilengkapi dengan:

a) pengaman pada celah antara eskalator dengan lantai;

b) pengaman pada celah antara pijakan dengan dinding
pembatas;

c) protective barrier di samping eskalator dan/atau di antara
2 eskalator;

d) tombol penghenti darurat; dan

e) pengaman kelebihan beban.

13) Pada Bangunan Gedung selain stasiun kereta api bawah
tanah, ketinggian tangga berjalan/eskalator dari titik awal ke
titik akhir direkomendasikan tidak lebih dari9 m.

14) Tangga berjalan/eskalator perlu d ilengkapi dengan
penandaan yang jelas dan pencahayaan/iluminasi yang
memadai.

b. Gambar Detail dan Ukuran
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Lantai

1

Balok Pengatur

Penyokong
Detail A Plafon
g :
© Detail B
o0
& Titik Kerja | Sl
k=
Lebar Efektif =
60 cm atau 100 cm
Detail A
A Titik Kerja
+112 cm
A4
Pit Mesin

——————

Lebar Bukaan
122 cm, 142 cm, atau 100 cm

Detail B

Gambar 2.74. Detail eskalator

Gambar 2.75. Contoh pengaturan pijakan datar ( flat step ) pada saat masuk
maupun keluarnya anak tangga untuk fasilitas transportasi publik

6. Lantai Berjalan ( moving walk )
a. Persyaratan Teknis

1) Lebar efektif lantai berjalan (moving walk ) paling sedikit 100
cm.

2) Kecepatan lantai berjalan ( moving walk ) 0,5 m/detik dan 0,65
m/detik disesuaikan dengan fungsi Bangunan Gedung

3) Lantai berjalan ( moving walk ) dapat dipasang mendatar 0°
atau dengan kelandaian 6° dan 12°.

4) Penyediaan 1 unit lantai berjalan/ moving walk rata-rata
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dapat melayani luas lantai 1500 m2 namun lebih optimal
untuk luas lantai 500 m2 2700 m 2.

Lantai berjalan ( moving walk ) dapat dilengkapi dengan  skirt
brush sebagai pembatas antara alas kaki dengan bagian tepi
pijakan lantai.

Bagian tepi pijakan lantai berjalan ( moving walk ) dapat
diberi kan warna kuning atau warna kontras sebagai penanda
batas pijakan kaki

Pengguna kursi roda dapat menggunakan lantai berjalan
(moving walk ) dengan bantuan orang lain.

Lantai berjalan ( moving walk ) perlu d ilengkapi dengan
penandaan yang jelas dan pencahayaan/iluminasi yang

memadai.

b. Gambar Detail dan Ukuran

min

100 cm
—

n

090,60, dan12 ©

Gambar 2.76. Detail lantai ber jalan ( moving walk )

A

Gambar 2.77. Contoh penerapan lantai berjalan ( moving walk )
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C. Sarana Evakuasi
Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah
deret sederhana harus menyediakan sarana evakuasi yang dibutuhkan
terutama pada saat bencana atau situasi darurat lainnya untuk:
1) evakuasi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan

Gedung ke lu ar Bangunan Gedung ; dan/atau

2) akses petugas evakuasi
Sarana evakuasi merupakan suatu jalan lintasan yang menerus dan
tidak terhambat dari titik manapun dalam Bangunan Gedung menuju ke
jalan, halaman, lapangan, atau ruang terbuka lainnya yang memberikan
ak ses aman ke jalan umum.
Sarana evakuasi dapat mencakup jalur perjalanan vertikal atau
horizontal, ruang, pintu, lorong, koridor, balkon, ram, tangga, lobi,
eskalator, lapangan dan halaman.

Sarana evakuasi terdiri atas 3 bagian utama meliputi:

1) akses eksit ( exit access);
2) eksit (exit),

3) eksit pelepasan ( exit discharge );

A. Akses eksit
B. Eksit
N C. Eksit pelepasan

Gambar 2.78. Bagian -bagian utama sarana evakuasi

Sarana evakuasi perlu dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya
seperti:

1) rencana evakuasi;

2) sistem peringatan bahaya;

3) pencahayaan eksit dan tanda arah;

4) areatempat berlindung ( refuge area);

5) titik berkumpul; dan

6) lif kebakaran .
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Persyaratan teknis, gambar, dan ukuran sarana evakuasi adalah sebagai
berikut:
1. Akses Eksit

a. Persyaratan teknis

1) Akses eksit harus terproteksi dari bahaya kebakaran.

2) Akses eksit harus bebas dari segala hambatan/halangan
seperti pagar penghalang, gerbang, furnitur, dekorasi, atau
benda yang menghalangi pintu keluar, akses kedalamnya,
jalan keluar darinya, atau visibilitas daripadanya.

3) Akses eksit harus diberi penanda yang mudah terlihat agar
mudah ditemukan dan di  kenali.

4)  Akses eksit 1 arah menuju ke 1 eksit, lebar minimal akses
eksit harus paling sedikit bisa dilalui oleh kursi roda.

5) Akses eksit lebih dari 2 ara h menuju ke 1  eksit, masing -
masing akses eksit harus memiliki lebar yang cukup untuk
jumlah orang yang dilayaninya .

6) Lebar akses eksit diukur dari titik tersempit dalam hal akses
eksit memiliki lebar yang tidak seragam.

7) Akses eksit di luar ruangan dapat melalui balkon, serambi
atau atap.

8) Akses eksit di luar ruangan harus dilengkapi dengan
kantilever, dinding pengaman dan menggunakan material
penutup lantai yang lembut dan solid.

9) Pintu akses eksit dapat dipasang di sepanjang jalur
penyelamatan menuju eksi t atau sebagai akses ke ruangan
atau ruang selain toilet, kamar tidur, gudang, ruang utilitas,
pantri dan sejenisnya.

10) Pintu akses eksit harus secara jelas mudah dikenali.

11) Pintu akses eksit dari ruangan berkapasitas lebih dari 50
(lima puluh) orang yang te rbuka ke arah koridor umum tidak
boleh melebihi setengah dari lebar koridor.

12) Jarak ayunan pintu akses eksit ke tangga eksit tidak boleh

melebihi setengah dari lebar bordes tangga.
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b. Gambar Detail dan Ukuran
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Gambar 2.79. Jarak standar ke pintu

eksit
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Letak pintu eksit yang A

tidak mengganggu akses —~
ke tangga darurat

Ruangan dengan kapasitas > 50 orang

Gambar 2.80. Contoh penerapan akses eksit pada koridor buntu

o

d! |

Akses eksit pada koridor terbuka

e

Ruangan dengan kapasitas > 50 orang

Gambar 2.81. Contoh penerapan akses eksit pada koridor terbuka
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2. Eksit
a. Persyaratan Teknis

1) Bangunan Gedung dengan ketinggian sedang dan tinggi serta
Bangunan Gedung Umum di atas 1 lantai harus dilengkapi
dengan eksit berupa tangga eksit yang tertutup dan
terlindung dari api, asap kebakaran, dan rintangan lainnya.

2) Tangga putar tidak boleh digunakan sebagai tangga eksit .

3) Lebar tangga eksit dan bordes sesuai dengan perhitungan
kapasitas pengguna

4) Lebar tangga eksit dan bordes untuk kapasitas sampai
dengan 50 orang paling sedikit 90 cm.

5) Lebar tangga eksit dan bordes untuk kapasitas lebih dari 50
orang paling sedikit 112  cm.

6) Tangga eksit harus dilengkapi dengan pegangan rambat
(hand rail ) setinggi 110 cm dan mempunyai lebar anak tangga
paling sedikit 30 cm dengan ketinggian paling besar 18 cm.

7) Tangga eksit terbuka yang terletak di luar bangunan harus
berjarak paling sedikit 1 meter dari bu kaan dinding yang
berdekatan dengan tangga tersebut.

8) Bangunan Gedung selain tempat parkir dengan sisi terbuka
dan luas lantai Bangunan Gedung 600 m2 atau lebih, yang
bagian atas lantai tersebut tingginya 7,5 m di atas level akses,
harus dilengkapi dengan saf untuk tangga eksit dan tidak
perlu dilengkapi dengan lif kebakaran.

9) Bangunan Gedung dengan 2 atau lebih lantai besmen yang
luasnya lebih dari 900 m2 harus dilengkapi dengan saf untuk
tangga eksit dan tidak perlu dilengkapi dengan lif kebakaran.

10) Bangunan Gedung dengan Kketinggian sampai dengan 3
lantai, eksit harus terlindungi dengan tingkat ketahanan api
(TKA) paling sedikit 1 jam.

11) Bangunan Gedung dengan ketinggian mulai dari 4 lantai,
eksit harus terlindungi dengan tingkat ketahanan api (TKA)
paling sedikit 2 jam.

12) Jika terdapat lebih dari 1 eksit pada 1 lantai, sedikitnya
harus tersedia 2 eksit yang terpisah untuk meminimalkan
kemungkinan keduanya terhalang oleh api atau keadaan

darurat lainnya.
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13) Tidak disarankan melewati area dengan tingkat bahaya tinggi
untuk menuju eksit terdekat kecuali jalur perjalanan
diproteksi dengan partisi yang sesuai atau penghalang fisik
lainnya.

14) Pintu eksit harus diberi  penanda yang mudah terlihat agar
mudah ditemukenali.

15) Penanda eksit harus memiliki warna khusus dan kontras
dengan dekorasi, penyelesaian interior, dan penanda lainnya.

16) Perletakan dekorasi, perabotan, dan penanda lain yang diberi
pencahayaan tidak boleh mengurangi Vvisibilitas Pengguna
Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung
terhadap penanda eksit.

17) Penanda eNVLW KDUXV PHQJDQGXQ{i NDQUDPXGAOK
dibaca dengan tinggi huruf paling kurang 15 cm dan lebar
huruf pa ling kurang 1, 875 cm.

18) Penanda HNVLW EHUWXOLVWNDWDX.6SHQDQGD VHMF
dengan anak panah yang menunjukkan arah eksit, harus
ditempatkan pada akses eksit untuk mengarahkan pada eksit
terdekat.

19) Pintu eksit harus menggunakan jenis pintu ayun ( swinging
door) yang dapat menutup otom  atis.

20) Pintu eksit harus membuka ke arah perjalanan keluar untuk
ruang yang dihuni oleh lebih dari 50 orang atau digunakan
untuk hunian dengan tingkat bahaya tinggi.

21) Pintu eksit yang membuka ke arah lorong atau jalan terusan
yang berfungsi sebagai akses eks it tidak boleh membatasi
lebar efektif akses eksit tersebut.

22) Pintu eksit tidak diperbolehkan dilengkapi/berhadapan
dengan cermin atau ditutup dengan tirai/gorden.

23) Untuk eksit yang melayani lebih dari 1 lantai, beban
Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan
Gedung di setiap lantai dipertimbangkan secara individual
untuk menghitung kapasitas eksit di setiap lantai tersebut
sehingga kapasitas eksit tidak akan berkurang sepanjang
arah perjalanan keluar.

24) Jika terdapat pintu, bagian, atau tangga yang bukan sebagai

eksit dan dapat disalahtafsirkan sebagai sebuah eksit, perlu
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GLEHULNDQ LGHQWLILNDVL GHQJDQ SHQDQGD 'E
DWDX VHVXDL GHQJDQ IXQJVL UXDQJ VHEHQDUQ\I
basement p

Beberapa perangkat deteksi seperti alarm dapat dipasang

untuk membatasi penyalahgunaan eksit yang dapat

mengakibatkan kegagalan fungsi eksit, menghambat atau

mengh alangi proses evakuasi Pengguna Bangunan Gedung

dan Pengunjung Bangunan Gedung

Eksit harus memilik i ruang yang cukup untuk menempatkan

kursi roda saat terjadi kebakaran atau keadaan darurat

lainnya.

Contoh penghitungan  jumlah dan kecukupan akomodasi

Eksit :

Langkah pertama : Menentukan Beban Hunian (BH) pada

suatu lantai bangunan.

Hal ini berarti menghitung jumlah orang yang dapat

ditampung di semua ruang di lantai Bangunan Gedung
Total Area fungsional (m?2)
BH ~ Faktor beban hunian

= ((Resepsionis (18 m 2)/(3 m 2/orang)) + ((klinik 1 (100
m2)/(5 m 2/orang)) + ((klinik 2 (100 m  2)/(5 m 2/orang))
+ ((klinik 3 (50 m  2)/(5 m 2/orang)) + ((klinik 4 (250
m2)/(5 m 2/orang))

= (6+20+ 30+ 10 + 50) orang

= 116 orang

Langkah kedua: Menentukan jumlah lebar unit Eksit dari

akomodasi penyelamatan unt  uk beban hunian dari lantai itu

antara lain:

(1) 1 lebar unit pintu dapat dilewati 30 orang (berlaku untuk
semua lantai termasuk lantai dasar) ; atau

(2) 1 lebar unit tangga dapat dilewati 15 (lima belas) orang.

Dengan membagi BH dengan angka -angka tersebut dapat
ditentukan jumlah unit lebar pintu Eksit dan Tangga eksit
yang mengakomodasi penyelamatan bagi penghuni lantai

tersebut.

Tabel 2 .1. Perhitungan Kebutuhan Pintu Eksit dan Tangga Eksit
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‘ Pintu Eksit Tangga Eksit
Jumlah unit dari lebar OL/30 orang OL/15 orang
Eksit yang dibutuhkan = 116 orang/30 = 116 orang/15
pada lantai bersangkutan orang orang
= 3.8 =77
Total unit 4 unit 8 unit

Lantai bangunan tersebut membutuhkan 4 unit lebar pintu
eksit dan 8 unit lebar tangga eksit.
Langkah ketiga , menentukan jumlah dan lebar minimum

pintu eksit dan tangga eksit yang dibutuhkan untuk

mengakomodasi penyelamatan beban hunian dari lantai
bangunan tersebut.
(1) Jumlah Eks it

Dalam segala situasi , 2 atau lebih tangga diperlukan.
Setidaknya jumlah minimum tangga eksit ad alah 2 unit.
B8QWXN PHPHQXKL "Qp MXPOBREWDmJIPY OHEL
besar dari 1 , kondisi berikut harus dipenuhi:
HEDU HNVLW GDUL QmtQeheblL "Qu ”

eksit (maksimum per eksit).

Total jumlah unit |

Catatan:

Jika jumlah total unit lebar dibagi dengan jumlah eksi

W “Qu
yang dimaksud melebihi 4 unit atau 2 m, maka tambahan
HNVLW KDUXV GLPDVXNNDQ GHQJDQ PHQLQJNEL
sampai persamaan di atas terpenuhi.
(2) Ukuran apabila lebih dari 2 eksit dibutuhkan:

ri 2 Unit

Tabel 2 .2. Lebar Eksit u ntuk Jumlah Eksit lebih da

Lebar setiap eksit

Tangga
= 8 unit lebar atau 4

m

Pintu
= 4 unit lebar atau

2m

= 4 unit lebar atau 2

= 2 unit lebar atau

m Im
=2m =1m
Oleh karena itu, lantai bangunan me mbutuhkan

penyediaan minimal 2

efektif masing -masing 2 m, dan 2

masing dengan lebar efektif 1

m.
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Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dimungkinkan
120 orang (2 buah x 4 wunit x 15 orang) dapat
menyelamatkan diri melalui tangga dan 120 orang (2 buah
X 2 unit x 30 orang) dapat menyelamatkan diri melalui

pintu eksit.

Tabel 2 .3. Total Penyediaan Sarana Evakuasi

Lantai rangga Pint.u Lebar (m) Nilai Unit Lebar Kapasitas Eksit Kazi::as
Eksit Tangga | Pintu | Tangga Pintu Tangga  Pintu Lantai
1 Ke 2 1 4(15) | 2(30) 60 60 60
tangga 1
2 Ke 2 1 4(15) | 2(30) 60 60 60
tangga 2
Total penyediaan sarana evakuasi di lantai x = 120
Kapasitas eksit lantai harus total kapasitas eksit dari

tangga atau pintu eksit (yang lebih kecil).
28) Dalam segala situasi, sampai persamaan di atas terpenuhi 2
atau lebih tangga diperlukan sehingga jumlah paling sedikit

tangga eksit 2 buah.

b. Gambar Detail dan U kuran

Pintu eksit
menutup otomatis

Dinding dengan TKA 2 jam

W = Lebar Bordes Tangga Eksit
ditentukan berdasarkan perhitungan kapasitas pengguna

Pengguna < 50 orang W = 112 cm
Pengguna > 50 orang W = 90 cm

Gambar 2.82. Contoh tangga eksit
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